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RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pillhan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
Daerah;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran
secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-20209,;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat,
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
34);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 -
2029,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan  daerah  karena  dampaknya  dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak
langsung secara signifikan di masa datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5
(lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan
Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa
tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya
pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari
berfungsinya suatu output/keluaran.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan
sumber daya.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif
berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan,
fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan
operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah
kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam
rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah.



20.

21.

22

23

24.

25,

26.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan
dampak).

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang  diperoleh  dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang
telah direncanakan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang
terseleksi.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB 11
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD
yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:

BABI PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
[SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN,;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
dan

BABV PENUTUP.
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(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
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Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian,;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Inspektorat Daerah;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Baron,

Kecamatan Berbek;

Kecamatan Gondang;

Kecamatan Jatikalen;

Kecamatan Kertosono;

Kecamatan Lengkong;

Kecamatan Loceret;

Kecamatan Nganjuk;

. Kecamatan Ngetos;

Kecamatan Ngluyu;
Kecamatan Ngronggot;
Kecamatan Pace;
Kecamatan Patianrowo;
Kecamatan Prambon;
Kecamatan Rejoso;
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tt. Kecamatan Sawahan;

uu. Kecamatan Sukomoro;

vv. Kecamatan Tanjunganom;

ww. Kecamatan Wilangan; dan

xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah
memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,
ttd.
MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

(AN HUKUM,

Pembina Tingkt I
NIP. 1968050¥ 199202 1 001



LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

1.1.

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan
visi dan Misi Bupati, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan
penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah
memperhatikan : (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN; (b)
evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra
Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja
Perangkat Daerah sampai dengan; (c) evaluasi kontribusi keluaran (output) dari
seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian
hasil (outcome); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi
yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku
kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3)
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5)
penetapan Renstra Perangkat Daerah, dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas
(bottom-up) melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan
masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) atas kinerja Perangkat
Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir
berikut:
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Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen
perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan
kabupaten). Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra
Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Renja
Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD serta memperhatikan
arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Kemudian
Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

perencanaan Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

bo
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4456);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5050);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 121 Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan

Jaminan Hari Tua;



12.

13.

14.

1.5.

16.

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah Validasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah, yang diubah pada Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, dan diubah pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-
2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

Perencanaan;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor S5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2025-2045.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2045;



18.

19,

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 - 2029;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk.

[.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

merupakan pedoman unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun

mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

Tahun 2025-2029 bertujuan:

1

Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan
kegiatan selaras dengan prioritas serta kebutuhan

daerah /lapangan;

Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategiss

elama lima tahun.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya
urusan wajib ketenagakerjaan, sertaurusan pilihan transmigrasi;
dan

Memantapkan pelaksanaan akun tabilitas dan kinerja perangkat
daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi,

misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah



[.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB 1II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan;

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

=3

Sumber Daya Perangkat Daerah;

£

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

A

Kelompok Sasaran Layanan;

L

Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan;
Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab
Perangkat Daerah;
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan;

b. Perumusan Isu Strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;;

3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan
dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai

Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja,
Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;



BAB V

4.2 Uaraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja
Kunci (IKK).

PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Tugas dan Pokok Fungsi Dinas Tenaga kerja Kabupaten ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok
membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan
menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar

dibidang tenaga kerja, serta urusan pilihan transmigrasi.

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk mempunyai Tugas dan Fungsi serta struktur

organisasi sebagai berikut:
TUGAS POKOK:

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk yaitu:
“Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja.”

FUNGSI:

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang tenaga
kerja;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya



Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai brikut:
1. Kepala Dinas;
. Sekretariat;

.
3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Pelatihan dan Transmigrasi
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
5"

. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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Sedangkan rincian rincian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS
Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan
kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan
pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang ketenagakerjaan.

2. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata
usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua

unsur di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;




. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga,

barang milik negara dan barang milik daerah;

4. Pembinaan aparatur;

5. Pengelolaan urusan kepegawaian;

. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan

pelaksanaan program dan anggaran;

. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan

daerah;

8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;

9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan

10.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan di subbagumum berdasarkan rencana
operasional yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
subbag umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib danlancar;

4. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bagian arsip
dan ekspedisi sesuai dengan perosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. Melaksanakan pengolahan surat menyurat dan tata usaha,
kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga dan
keprotokolan, melakukan inventarisasi dan pengolahan
terhadap barag peralatan dan perlengkapan kantor serta
administrasi kepegawaian;

6. Melaksanakan wurusan rumah tangga dan keprotokolan,
melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang
peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi
kepegawaian;

7. Melakukan inventarisasi dan pengolahan terhadap barang
peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi

kepegawaian;



8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbag
umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yangada dalam
rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

9. Melaporkan pelaksanaan kinerja dilingkungan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baiklisan maupun tertulis.

BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, PELATIHAN DAN
TRANSMIGRASI

Bidang penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai
tugas merumuskan kebijakan teknis menyelenggrakan pengurusan
pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksankan
tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam
pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja
serta perluasan kesempatan kerja dan tranmsigrasi kepada
masyarakat;

2. pengoordinasian penyuluhan bimbingan jabatan dalam
pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja dan
transmigrasi kepada masyarakat;

3. pelaksanaan verifikasi penerbitan ijin kepada lembaga swasta
dan transmigrasi kepada masyarakat;

4. pelaksanaan promosi dan penyebar luasan informasi dan
syarat-syarat mekanisme bekerja ke luar negeri dan
transmigrasi kepada masyarakat;

5. pengoordinasian pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
purna penempatan,

6. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi pencari
kerja dan transmigrasi;

7. pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan
dokumen ketenagakerjaan ke luar negeri;

8. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja
bagi PMI;



pengoordinasian penyelesaian permasalahan PMI pra, selama

dan purna penempatan;

10. pengoordinasian pelaksanaan pemulangan dan kepulangan

11.

12.

13.

PMI;

pelaksanaan penerbitan rekomendasi perpanjangan IMTA bagi
TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah;

pelaksanaan penerbitan perpanjangan IMTA bagi TKA yang
berlokasi kerja di daerah;

pengoordinasian kegiatan penempatan kerja dengan pengawas

ketenagakerjaan;

14. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja

dan transmigrasi;

15. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di

bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

16. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penempatan tenaga

kerja dan transmigrasi; dan

17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

a) SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas

antara lain:

1.

Seksi Penempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas:
merumuskan kebijakan teknis di Seksi Penempatan dan
Transmigrasi;

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

. membina dan melaksanakan tugas di bidang penempatan tenaga

kerja;

memberikan tanda daftar pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)
kepada sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga penempatan
kerja swasta;

menyelenggarakan unit  pendaftaran penerimaan  dan

penempatan calon PMI yang rekruter;

6. memberikan rekomendasi paspor PMI;

7. menyelenggarakan pemberdayaan PMI purna penempatan;

8. melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan program

transmigrasi kepada penduduk yang berpotensi menjadi

transmigran;



9. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;

10. menyusun rencana pengerahan dan fasilitasi, perpindahan
transmigrasi, penjajakan dan melakukan kerjasama dengan
daerah penerima berkaitan dengan penempatan lokasi;

11. melaksanakan fasilitas dokumen—-dokumen kependudukan bagi
para transmigran dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah
terkait;

12. monitoring dan evaluasi tranmsigran paska penempatan; dan

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan

urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan

melaksanakan tugas di bidang hubungan industrial dan

perlindungan tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

menyelenggarakan tugas:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan
perlindungan tenaga kerja;

2. penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan
industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
a) PERENCANA (AHLI MUDA)

Perencana (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1. Menformulasikan sajian untukanalisis;

2. Melakukan riset kebijakan untukmenghasilkan dokumen bahan
perencanaan pembangunan;

3. Menyusun kaidah pelaksanaanrencana pembangunan;

4. Menyusun alternatif model hubungan kausal / fungsional;

5. Menguji alternatif kriteria dan model,



Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek.
Menyusun perencanaan programdan kegiatan lintas sektoral.

Menyusun perencanaan programdan kegiatan regional.

e XN o

Menyususn perencanaan programdan kegiatan sektoral.

10. Menyususn rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan.

11. Melakukan telaahan lingkup sektoral regional proses dan hasil
pembahasan anggaran dengan mitra legislatif.

12. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan.

b) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (AHLI MUDA)

Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas:

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data
mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset dan
utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan negara
di Instansi Pusat dan Instansi Daerah terutama yang berkaitan
dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem dan
prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, politik,
ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;

2. Melakukan pengolahan dan analisis data mengenai pendapatan,
belanja, transfer, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian
atau keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan
Instansi Daerah, terutama yang berkaitan dengan aspek
peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, politik, dan geografis;

3. Malakukan kajian teknis mengenai pendapatan, belanja,
transfer, pembiayaan, aset, dan utang pada sebagian atau
keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan
Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek
peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber
daya manusia, sarana dan prasaran, politik, ekonomi, sosial,
budaya, demografis, dan geografis;

4. Melakukan persuasi kebijakan mengenai pendapatan, belanja,
pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan
siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah,
terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-
undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, politik,

ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;



5. Melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan

nonkeuangan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset
dan utang pada sebagian atau keseluruhan siklus keuangan
negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, terutama yang
dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sistem
dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan geografis;
Menyusun makalah mengenai  pendapatan, belanja,
pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau keseluruhan
siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan Instansi Daerah,
terutama yang dikaitkan dengan aspek peraturan perundang-
undangan, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, sarana
dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, budaya, demografis, dan
geografis;

Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pendapatan
belanja, pembiayaan, aset dan utang pada sebagian atau
keseluruhan siklus keuangan negara di Instansi Pusat dan
Instansi Daerah, terutama yang dikaitkan dengan aspek
peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial,

budaya, demografis, dan geografis;

c) PENGANTAR KERJA (AHLI MUDA)

Pengantar Kerja (Ahli Muda) mempunyai tugas:

2o

Mengidentifikasi sumber daya pelayanan antar kerja;
Melakukan layanan analisis jabatan lanjutan;

Menganalisis informasi pasar kerja;

Melakukan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja ter-PHK /
disabilitas / lansia/ orang tua siswa / kelompok masyarakat;
Menyusun struktur biaya penempatan Pejkerja Migran

Indonesia;

. Megevaluasi substansi perjanjian kerjasama / kemitraan

pelayanan antar kerja;

Mensosialisasikan program / kegiatan pelayanan antar kerja
pemberi kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja atau
P3MI;

Melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan

tenaga kerja kepada pemberi kerja;



10.
I P

12,

13.

14.

13,

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24.

25.

26,

27

28.

. Melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja pernah

bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia atau alih
profesi atau karyawan perusahaan;

Melakukan rekruitmen calon tenaga kerja untuk penempatan;
Melakukan seleksi administratif pencari kerja untuk
penempatan;

Menganalisa dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian
kerja;

Menganalisis dokumen perjanjian penempatan atau perjanjian
kerja;

Menganalisis penyediaan dokumen pemberangkatan tenaga
kerja;

Melakukan pendampingan pemberangkatan tenaga kerja;
Melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja;
Mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;
Melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga
kerja dalam / luar negeri;

Melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;
Melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan
RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara daring;
Melakukan validasi dan analisis permohonan pengesahan /
pencabutan / perubahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing;

Menganalisis hasil pemantauan penggunaan TKA;
Menganalisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian
kepada tenaga kerja pendamping;

Menganalisis kelayakan permohonan perizinan berusaha
lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan
(ekspose);

Memverifikasi berkas kelayakan permohonan perizinan atau
pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI,;
Menyusun rekomendasi sertifikat standart atas permohonan
perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan
tenaga kerja atau P3MI;

Menyusun konsep penolakan permintaan kelengkapan
perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja atau
P3MI;

Melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan /

bursa kerja layak;



29. Memantau pelayanan antar kerja;

30. Mengevaluasi kerja sama / kemitraan pelayanan antar kerja.

d) MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL (AHLI MUDA)

Mediator Hubungan Industrial (Ahli Muda) mempunyai tugas:

1
2.
3.

Melakukan penilaian hubungan industrial di perusahaan;
Menyusun peta hubungan industrial Kabupaten/Kota;
Menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan
monitoring sarana hubungan industrial di perusahaan;
Merumuskan  strategi pencegahan dan  penanganan
diskriminasi di tempat kerja;

Mengidentifikasi kepesertaan program jaminan sosial;

6. Menyusun profil tenaga penyelesaian hubungan industrial di

luar pengadilan;

7. Menganalisis sistem pengupahan;

8. Menyusun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;

10.
i 4

12,

13.

14.

15.

16.

¥T.

18,
19,

Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan
sarana hubungan industrial di perusahaan;

Melakukan pembimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
Melakukan pembimbingan penyusunan materi peraturan
perusahaan;

Melakukan pembimbingan penerapan kebijakan pengupahan di
perusahaan;

Melakukan pembimbingan pembentukan dan pengelolaan
fasilitasi kesejahtraan pekerja atau koperasi pekerja dan
pengembangan usaha produktif;

Melakukan pembimbingan penerapan dan  perluasan
kepesertaan jaminan sosial dan / atau penahapan kepesertaan;
Melakukan pembimbingan mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial;

Melakukan pembimbingan mekanisme penanganan mogok kerja
atau penutupan perusahaan;

Melakukan verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di
perusahaan;

Melakukan deteksi dini di perusahaan;

Melakukan layanan konseling teknis hubungan industrial

tingkat lanjut;



20.

21.
22,

23.
24.

25.

26.
27.

28

29.
30.

31.

D

33.

34.
39

36.
37.

38.

35

40.

41.

Menyusun rumusan teknis masukan masyarakat atau instansi
terkait tentang hubungan industrial tingkat menengah;
Melakukan pendampingan kinerja lembaga tripartit;
Melakukan validasi data calon anggota lembaga hubungan
industrial;

Melakukan pengendalian unjuk rasa tingkat menengah;
Menyusun naskah penyebarluasan informasi hubungan

industrial bagi kepentingan satuan kerja atau instansi;

Mereviu penyelenggaraan sarana hubungan industrial di
perusahaan;
Mereviu penyelenggaraan program jaminan sosial;

Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mekanisme perlindungan bipartit;
Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di luar pengadilan hubungan industrial;
Mengevaluasi penerapan anti-deskriminasi;

Mengevaluasi  penyelesaian mogok  kerja, penutupan
perusahaan, atau unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;
Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

Menyusun telaahan bidang hubungan industrial tingkat I (satu);
Melakukan mediasi penyelesaian perselisthan hak tingkat
sedang;

Melakukan mediasi perselisihan kepentingan tingkat sedang;
Melakukan mediasi penyelesaian perselisthan pemutusan
hubungan kerja tingkat sedang

Melakukan mediasi penyelesaian perselisthan pemutusan
hubungan kerja tingkat sedang;

Melakukan mediasi penyelesaian perselisthan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;
Merumuskan kesepakatan mediasi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial tingkat sedang dalam bentuk perjanjian
bersama;

Melakukan mediasi pencegahan mogok kerja atau penutupan

perusahaan tingkat menengah;
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42. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang dilaksanakan melalui perundingan bipartit dan
tindak lanjutnya,;

43. Melakukan supervisi hasil penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang dilaksanakan melalui mediasi atau konsolidasi
dan tindak lanjutnya;

44. Melakukan supervisi penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang dilaksanakan melalui arbitrase dan tindak
lanjutnya;

45. Melakukan supervisi hasil mediasi pencegahan mogok kerja
penutupan perusahaan atau unjuk rasa dan tindak lanjutnya;

46. Melakukan supervisi dan layanan penyelesaian hak pasca
kesepakatan penyelesaian mogok/unjuk rasa dan putusan

arbiter / pengadilan hubungan industrial.

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
I. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan
sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya
tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 orang,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan 31 Desember
2024 sebanyak 16 (enam belas) orang dengan persentase dan rincian
sebagai berikut :

1. Persentase Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan Dan Golongan

PROSENTASE PEGAWAI
- PENDIDIKAN
2 & 6% I8

s1 | .
69% isim

pendidikan pegawai terbesar ada pada jenjang S-1 sebanyak 11 orang
dengan persentase sebesar sebesar 69%, sedangkan persentase pegawai
berdasar golongan terbesar ada pada Golongan IIl sebanyak 9 orang
dengan persentase sebesar 56% di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Nganjuk.
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II. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

a) Kendaraan dinas roda empat sejumlah 5 (lima) unit serta kendaraan

dinas roda dua sebanyak 10 (sepuluh) unit

b) Tanah Bangunan seluas 4.157 m2 yang terletak di Jalan
Dermojoyo No. 45 Nganjuk

¢) Bangunan gedung terdiri dari bangunan kantor induk, aula

pertemuan serta gudang penyimpanan

d) Alat-alat kantor dan Rumah tangga, terdiri dari: Mesin ketik (4
unit), Lemari besi (18 buah), Filling kabinet (20 buah), Brankas
(2 buah), Lemari kaca (3 unit), LCD (2 unit), meja biro (10
buah), meja ¥ biro (40 buah), kamera digital (2 unit), Komputer
PC (5 unit), laptop (16 unit), printer (12 unit), AC ruangan (18

unit)

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk bisa mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga
Kerja, maka akan dikaji capaian kinerja dari program maupun
kegiatan yang ada pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja,
Pelatihan dan Transmigrasi serta Bidang Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja. Capaian kinerja pelayanan dan
realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

Indikator Catatan Analisis
Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026

Urusan Tenaga Kerja

Persentase Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) 67,50% 68,95% 69,56% 69,79% : Renstra PD Tahun 2024-2026

Persentase pencari kerja terdaftar
yang ditempatkan 83% 84% 85% 73,21% . Renstra PD Tahun 2024-2026

Persentase kasus perselisihan

hubungan industrial yang 90% 90% 90% 100% . Renstra PD Tahun 2024-2026
diselesaikan diluar pengadilan
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Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Catatan Analisis
No. Indikator
Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Urusan Tenaga Kerja
Pencari kerja yang
1. | ditempatkan 2.600 orang | 2.650 orang | 2.700 orang | 4.729 orang B - Renstra PD Tahun 2024-2026
Jumlah perselisihan
2, HUbUI:lgan InduStr.l a 1 y .ang 3 perkara 4 perkara S5 perkara 1 perkara _ - Renstra PD Tahun 2024-2026
selesai dengan Perjianjian
Bersama
Jumlah transmigran yang
3. | diberangkatkan 1 KK 1 KK 1 KK 1 KK 8 Renstra PD Tahun 2024-2026

Sumber: Laporan Evaluasi triwulan 4 tahun 2024

b




Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator
program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja
menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No. Interval Nilai Predikat
>291% Sangat Tinggi
76% < 90% Tinggi
66% < 75% Sedang
51% < 65% Rendah
< 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan pencapaian RPJPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat
dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target
kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJPD Perangkat
Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan

Penganggaran

Tidak ada faktor Terget nilai SAKIP Petanka ' Penambahan pe ant
penyebab Daerah yang telah ditentukan keras personal
terhambatnya kegiatan | dalam Renstra sebesar 80,50 dan computer untuk akses
penunjang urusan target yang sudah terealisasi aplikasi sehingga
pemerintahan daerah | sebesar 75,65. Hal ini berarti meminimalisir antrian
Kabupaten/Kota sudah mencapai target. pemohon
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Tct yang telah ditentukan Untuk mbuat
dalam Renstra yaitu 1 dokumen dokumen perencanaan
dan sudah terealisasi 1 dokumen tenaga kerja yang akan

Tidak ada kendala

perencanaan tenaga kerja datang supaya sesuai
target yang telah
ditentukan

Tidak | Target yang ditentukan | Untuk tahun yang

Renstra sebesar 100% dan target datang supaya

yang telah terealisasi sebesar melaksanakan kegiatan
100%. Hal ini berarti sudah sesuai perencanaan
mencapai target.

Kompeten n ) Tt t Msan o
kerja belum sesuai Renstra dengan indikator pelatihan berbasis
dengan kebutuhan persentase pencari kerja terdaftar | kompetensi
pasar kerja yang ditempatkan sebesar 83% menyesuaikan
sedangkan realisasi sebesar kebutuhan pasar kerja,
73,21%. Hal ini berarti sudah melaksanakan kegiatan
mencapai target. Job Fair, dan
melaksanakan Job
Canvasing ke
perusahaan.
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‘Tidak ada kendala

= T31
merupakan
program  nasional
dan saling terkait

antar Kementerian,

Provinsi dan
Kabupaten

- Belum ada
pemberangkatan
calon transmigran
ke daerah
transmigrasi.  Hal
ini dikarenakan
jadwal
pemberangkatan
masih pada
triwulan IV  oleh
Kementarian
Perdesaan dan
Daerah Tertinggal

arge ang t ttu ] kan

Target y ditentukan dalam
Renstra sebesar 90% dan telah
terealisasi sebesar 100%. Hal ini
berarti telah mencapai target

dalam Renstra sebesar 40% akan
tetapi realisasi masih mencapai
6,67%. Hal ini dikarenakan kuota
pemberangkatan transmigrasi
sudah ditentukan oleh
Kementerian Perdesaan dan

Daerah Tertinggal

Melakukan koordinasi

Untuk tahun yang
datang supaya
menambah target

capaian

dengan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Provinsi supaya
mendapat kuota
pemberangkatan
transmigran lebih
banyak.

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV
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D. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN
Kelompok sasaran layanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan
mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah
atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan
mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau
secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Bidang
Penempatan Tenaga Kerja melayani rekomendasi kartu AK-1/Kartu
Kuning.

b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri
untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri. Bidang Penempatan Tenaga Kerja melayani
surat rekomendasi ID dan rekomendasi pasport pemberangkatan
CPMI ke luar negeri.

c. Pekerja / Buruh
Buruh adalah mereka yang berkerja pada usaha perorangan dan di
berikan imbalan kerja secara harian maupun borongan sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis,
yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian.
Bidang Hubungan Industrial melayani konsultasi tentang
persyaratan / pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP), penyelesaian perselisihan Hubungan
Industrial dan konsultasi tentang hak — hak pekerja yang didapat
setelah di PHK dari Perusahaan.

E. MITRA PERANGKAT DAERAHDALAM PEMBERIAN PELAYANAN
Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan antara lain:
a. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
LPK adalah lembaga yang menyediakan fasilitas untuk
menambah skill, memberikan informasi lingkungan kerja, hingga
menyediakan informasi loker atau magang. Lembaga ini memberikan
pelatihan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh
masyarakat. LPK memiliki perhatian khusus dari pemerintah
sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin dari
pemerintah. Pada umumnya, LPK yang banyak diminati adalah yang

memiliki koneksi dengan perusahaan luar negeri, seperti Jepang,
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Korea Selatan, China, Arab Saudi, dan negara lainnya. Bergabung ke
LPK adalah hal yang menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan bisa
mengasah skill, baik itu hard skill atau soft skill yang dibutuhkan
dalam dunia kerja. Selain itu, keuntungan lainnya bergabung dengan
LPK adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.

Memperluas networking.

Mendapatkan akses mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

Mendapatkan pengalaman sebelum masuk kerja.

aos @b

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka
usaha sendiri sesuai program LPK yang dijalani.
6. Mengembangkan karir diminati.
. Balai Latihan Kerja (BLK)
BLK adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga
pendidikan keagamaan non-pemerintah yang meliputi pondok
pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan lembaga
keagamaan non pemerintah lainnya, serta komunitas serikat
pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh Indonesia.
. Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
TKM adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku
dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau
usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan
penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Fungsi TKM adalah
untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan
informal serta mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan
yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.
. Perusahaan Penempatan Migran Indonesia (P3MI)

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah
badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah
memperoleh izin tertulis dari Menteri.
Tugas dan Fungsi P3MI adalah sebagai berikut:

1. mencari peluang kerja;

2. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan

3. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang

ditempatkannya

. Perusahaan

Perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang

menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan
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tujuan meraih laba atau keuntungan. Bidang Hubungan Industrial
melayani konsultasi tentang pengajuan Peraturan Perusahaan &
Perjanjian Kerja Bersama, pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit,
pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemberitahuan
Mogok Kerja dan laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari
Perusahaan.
Serikat Pekerja / Serikat Buruh
Serikat pekerja / Serikat Buruh merupakan sebuah organisasi yang
dibentuk untuk melindungi hak karyawan atau buruh. Bahkan,
keberadaannya sendiri telah diatur dan dilindungi oleh undang-
undang dan hukum di Indonesia. Dalam ketentuan umum dalam UU
No. 13 Pasal 1 Tahun 2003 dan UU No. 21 Pasal 1 Tahun 2000
disebutkan bahwa organisasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja atau buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar
perusahaan. Secara umum, organisasi memiliki tujuan yang sama
yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan anggota
keluarganya, serta menjamin keamanan dan kenyamanan para
pekerja di lingkungan kerja. Manfaat perlindungan serikat pekerja
yang diberikan kepada pekerja diantaranya sebagai berikut :

. Melarang kepada siapapun untuk menghalang-halangi atau

memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak, menjadi

pengurus atau tidak, menjadi anggota atau tidak, dan/atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan.

1. Melarang kepada siapapun untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja, menurunkan jabatan, tidak membayar atau
mengurangi upah pekerja/buruh, bahkan memberhentikan
sementara atau melakukan mutasi, dengan alasan pekerja
bergabung dalam organisasi ini atau menjalankan kegiatan
serikat.

2. Melarang kepada siapapun untuk melakukan intimidasi dalam
bentuk apapun.

3. Melarang kepada siapapun untuk melakukan kampanye anti
pembentukan serikat.

4. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pengurus
maupun anggota serikat buruh untuk menjalankan kegiatan
serikat pada jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak,

termasuk yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.
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h. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

i.

MKKS adalah komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah
tingkat SMP/SMA pada satu gugus kecamatan
Fungsi MKKS sebagai berikut:

1. Membina profesionalitas kepala sekolah untuk meningkatkan
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi,
dan sosial.

2. Menumbuhkan semangat kerja sama antarkepala sekolah
sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3. Menyebarkan informasi dan inovasi untuk mengembangkan
mutu pendidikan.

4. Menjalin persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan rasa
percaya diri dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah agar
kinerja profesi melalui kegiatan berbagi pengalaman bisa terus
ditingkatkan.

5. Sebagai media bagi kepala sekolah untuk memberikan tanggapan
atas kebijakan pemerintah beserta penerapannya di sekolah

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang biasa dikenal dengan
APINDO, adalah organisasi independen non partisan para pengusaha
Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian. Bidang Hubungan
Industrial melayani konsultasi tentang program kerja APINDO dan
pelaporan kepengurusan APINDO.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu badan hukum publik yang
bertugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
ketenagakerjaan di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran
penting dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dan
meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut beberapa hubungan
antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker:

1. Koordinasi dan Kerja Sama: BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker
melakukan koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program jaminan
sosial ketenagakerjaan.

2. Pengawasan dan Pengendalian: Disnaker melakukan pengawasan
dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial

ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
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3. Pemberian Informasi: BPJS Ketenagakerjaan memberikan
informasi kepada Disnaker tentang program jaminan sosial
ketenagakerjaan dan hasil pelaksanaannya.

4. Pengembangan Kebijakan: Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
bekerja sama dalam pengembangan kebijakan dan program
jaminan sosial ketenagakerjaan.

5. Pelayanan kepada Pekerja: BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker
bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada pekerja,

seperti pendaftaran, pengajuan klaim, dan lain-lain.

F. KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB
PERANGKAT DAERAH
Pada Dinas Tenaga Kerja terdapat kerjasama antar daerah yang
menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yaitu Kerja Sama Antar
Daerah (KSAD) pada daerah Transmigrasi yang ada di Indonesia. Untuk
daerah tujuan dan jumlah orang yang akan diberangkatkan
transmigrasi sudah ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu tahun 2019 tujuan
Kab.Bulungan, UPT Tanjung Buka SP.10 : 5 KK. Kab. Muna, SP.
Raimuna, Sulawesi Tenggara : 1 KK, tahun 2022 Tujuan Kab. Muna
SP.Raimuna, Sulawesi Tenggara, 1KK terdiri 4 Jiwa, kemudian pada
tahun 2023 dengan daerah tujuan Ds. Batu Ampar Kec. Kedurang Kab.
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebanyak 1 KK terdiri dari 3 jiwa.
Sebelum menyelenggarakan pemberangkatan calon transmigran
biasanya Kepala Daerah menyepakati atau membuat surat kesepakatan
antar daerah yang dinamakan Naskah KSAD yang berisi kesepakatan
antar daerah yang akan melakukan transmigrasi dan daerah tujuan
transmigran. Naskah tsb berisi tentang hak dan kewajiban calon
transmigran yang akan menempati daerah transmigrasi yang telah

ditentukan oleh Kementerian.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
tenaga kerja maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah
pelayanan di sector ketenaga kerjaan meliputi penempatan tenaga
kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta

perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
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Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor
ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan
pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang
dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut,
perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu
strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk
memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai
antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun
kegagalan yang bias mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) 2) (3) (4)
1 Masih tingginya angka | Rendahnya tingkat Rendahnya kompetensi

tingkat pengangguran | partisipasi angkatan dan produktivitas
terbuka kerja tenaga kerja

Belum optimalnya
penempatan tenaga
kerja melalui
mekanisme AKL, AKAD
dan AKAN

Meningkatkan peluang
pemberangkatan calon
transmigran melalui
penambahan kuota
dari Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah

Tertinggal dan
Transmigrasi
Belum optimalnya Belum optimalnya
penyelesaian pembinaan norma dan

perselisihan hubungan | syarat kerja di
industrial di luar perusahaan

pengadilan

Tingkat kepatuhan

perusahaan dalam
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No.

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

melaksanakan aturan
hukum
ketenagakerjaan
terbilang masih cukup
rendah

Belum optimalnya LKS
Bipartit di perusahaan
didalam mencegah

perselisihan hubungan

industrial

B. PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga

kerja, kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra

Kementerian terkait,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

telah

RT/RW Kabupaten Nganjuk, serta dengan memperhatikanisu-isu

penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten nganjuk, yakni sebagai berikut:
Tabel 2.6

Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

NO

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

Belum sesuainya kompetensi

pencari kerja dengan

kebutuhan pasar kerja

Peningkatan kompetensi pencari kerja
melalui pelatihan berbasis kebutuhan

pasar kerja

Masih tingginya tingkat turn
over di perusahaan karena

rendahnya etos kerja

Peningkatan etos kerja melalui

pembentukan karakter tenaga kerja

yang produktif

Masih adanya perusahaan

yang belum menerapkan

norma dan syarat kerja
sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku

Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama

Bipartit di perusahaan
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Tabel 2.7

Kesimpulan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

Potensi Daerah

Permasalahan

Isu KLHS Yang

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga

Isu Strategis

Yang Menjadi Dinas Tenaga Relevan Dengan Kerja Dinas Tenaga

Kewenangan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kerja

Dinas Tenaga Global Nasional Regional

Kerja
(1) 2) (3) ) (5) (6) (7)

Dinas Tenaga | Belum sesuainya | Rendahnya Perubahan Pengangguran dan | Kualitas pendidikan | Peningkatan
Kerja dapat | kompetensi Ketrampilan soft dan | teknologi yang | keterampilan yang | dan pelatihan regional lgzgzzzienﬂkerja
mengembangkan | pencari kerja | Hard skill yg dipunyai | cepat dapat | tidak sesuai dengan | dapat mempengaruhi | melalui
program pelatihan | dengan setiap tenaga kerja mempengaruhi kebutuhan industri | kualitas tenaga kerja gzi?)ti;;n
dan  pendidikan | kebutuhan pasar | khususnya di Kab. | kebutuhan tenaga | dapat kebutuhan
untuk kerja Nganjuk dinilai masih | kerja dan | mempengaruhi pasarkerja
meningkatkan kurang keterampilan yang | pasar tenaga kerja
kualitas SDM di dibutuhkan
daerah
Dinas Tenaga | Masih tingginya | Masih banyaknya | Pengaruh sosial | Perubahan Pengembangan sistem | Peningkatan
Kerja dapat gingkegeiﬁgzh(;v:; tenaga kerja dengan | media dan | struktur ekonomi | informasi tenaga kerja frtl(;lsalui ketin
mendukung karena ketrampilan yang | teknologi informasi | Indonesia dari | regional dapat | pembentukan
pengembangan i‘(ee?jc;ahnya ctos belum memadai | dapat sektor pertanian ke | mempengaruhi ll:;_a;kter te;:gz
UKM di daerah sesuai dengan | mempengaruhi sektor industri dan | efisiensi dan | produktif
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Potensi Daerah

Permasalahan

Isu KLHS Yang

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Tenaga

Isu Strategis

Yang Menjadi Dinas Tenaga Relevan Dengan Kerja Dinas Tenaga

Kewenangan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kerja

Dinas Tenaga Global Nasional Regional

Kerja
(1) 2) (3) ) (5) (6) (7)
dengan kebutuhan dunia | cara kerja dan | jasa dapat | efektifitas pengelolaan
memberikan kerja komunikasi antara | mempengaruhi tenaga kerja
pelatihan dan tenaga Kkerja dan | kebutuhan tenaga
bantuan teknis pengusaha kerja
Dinas Tenaga | Masih adanya | Penguatan strategi | Pengaruh Pengaruh Pengaruh perubahan | Pemberdayaan
Kerja dapat | perusahaan yang | peningkatan iklim | perubahan perubahan kebijakan dan | Lembaga Kerja
bekerja sama | belum investasi yang | kebijakan dan | kebijakan dan | peraturan regional | Sama Bipartit di
dengan menerapkan mendukung peraturan dapat | peraturan dapat | dapat mempengaruhi | perusahaan
pemerintah norma dan | pertumbuhan mempengaruhi mempengaruhi pasar tenaga kerja
daerah dan dunia | syarat kerja | ekonomi dan | pasar tenaga kerja | pasar tenaga kerja |dan membutuhkan
usaha untuk | sesuai  dengan | penyerapan  tenaga | dan membutuhkan | dan membutuhkan | tenaga kerja yang
menciptakan ketentuan kerja terdidik pada |tenaga kerja yang | tenaga kerja yang |lebih fleksibel dan
lapangan kerja | Peraturan sektor pertanian, | lebih fleksibel dan | lebih fleksibel dan | adaptif
baru di daerah Perundang- perdagangan dan | adaptif adaptif
Undangan yang | industri serta
berlaku pengembangan

kawasan industry
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3.1

BAB 111

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan,

diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan

dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk diselaraskan dengan setiap misi yang akan

dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan

serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Nganjuk.

Telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati terpilih Kabupaten Nganjuk

periode 2025-2029 yaitu, “Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju,
Sejahtera, dan Bermartabat” dengan 7 misi yaitu:

1:

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis,
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara

kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel

demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui
penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai
dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan.

Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi

kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.

. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain,

melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna.

. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan

lokal.

Adapun misi yang diamantkan pencapaiannya pada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk yaitu Misi ke-5 “Meningkatkan keberpihakan
pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
dan potensi lokal.”
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Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Kepala Derah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih serta identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

merumuskan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga
kerja”
Adapun tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

menggunakan indikator sebagai berikut:
“Tingkat produktivitas tenaga kerja”.

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagaimana
tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja;

2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis.

Sasaran yang hendak dicapai tersebut menggunakan

indikator sebagai berikut:
1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);

2. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan di

luar Pengadilan.

Adapun tujuan dan sasaran dari Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk berikut indikatornya selama 5 (lima) tahun

kedepan kami sampaikan dalam tabel sebagaimana berikut:
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TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

o TARGET TAHUN
SASARAN BASELINE
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja
Menurunnya Meningkatnya Tingkat 35,84 35,86 35,88 36 36,12 36,24 36,36
pengangguran | Kesempatan Produktivitas Tenaga
terbuka kerja dan Kerja (Juta
Produktivitas Rupiah/Tenaga
tenaga Kerja)
Kerja
Meningkatnya Persentase Tingkat 69,79 70,11 70,59 71 71,41 71,82 72.23
Penyerapan Tenaga |Partisipasi Angkatan
Kerja Kerja (TPAK) (%)
Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Hubungan Industrial | perselisihan
Yang Harmonis hubungan
industrial yang
diselesaikan
diluar pengadilan
(%)




3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses penyusunan

tahapan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan

secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan selama periode lima tahunan.
Renstra menjadi dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

yvang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Adapun dapat

dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini:
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Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kab Nganjuk

Tahap I
(2026)

Tahap III
(2028)

Tahap V
(2030)

. ldentifikasi visi dan misi
perangkat daerah yang
selaras dengan RPJMD
dan RPJMN.

. Analisis situasi internal

dan eksternal perangkat

daerah untuk
mengidentifikasi
kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman

. Penyusunan tujuan dan
sasaran perangkat
daerah yang spesifik,
terukur, dapat dicapali,
relevan, dan memiliki

batas waktu

Tahap 11
(2027)

1. Pengembangan strategi
perangkat daerah untuk
mencapai tujuan dan
sasaran yang telah
ditetapkan

2. Penyusunan program dan

kegiatan perangkat daerah
yang selaras dengan strategi

yang telah dikembangkan

3. Penyusunan indikator
kinerja perangkat daerah
untuk mengukur

keberhasilan program dan

kegiatan

1. Penyusunan anggaran

perangkat daerah
untuk mendukung
program dan kegiatan

yang telah ditetapkan

2. Penyusunan rencana
kerja perangkat
daerah untuk

mengimplementasikan

program dan kegiatan

Tahap IV
(2029)

1. Implementasi
program dan
kegiatan perangkat
daerah yang telah
ditetapkan

2. Pemantauan dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
untuk mengukur
keberhasilan
program dan
kegiatan

1. Evaluasi kinerja perangkat
daerah untuk mengukur

keberhasilan program dan

kegiatan
2. Perbaikan strategi
perangkat daerah

berdasarkan hasil evaluasi

kinerja
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Strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan

dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Pada bagian ini

dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga
Kerja dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:
Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja

No

Operasionalisasi
NSPK

Arah Kebijakan
RPJMD

Arah Kebijakan Renstra
PD

Keterangan

Meningkatknya
produksi sektor
strategis dan
investasi daerah
yang diiringi
dengan
penurunan

pengangguran

Penguatan Kolaborasi
Hexahelic.
Kabupaten Nganjuk
sebagai salah

wilayah pengembangan

satu

komodtas agroindustri
dan minapolitan, serta
pariwisata, sangat
membutuhkan
dukungan

sumberdaya dari mitra

berbagai

Kerjasama
hexahelic

mendorong percepatan

strategis.
strategis

pembangunan sektoral
lebih
efektif. Pada sisi lain,
stakeholder
pembangunan ini juga
akan diarahkan dalam

dan spasial

pelibatan

mengurangi
kesenjangan
pendapatan dan
perluasan lapangan

kerja.

Meningkatkan
kompetensi dan
produktivitas tenaga

kerja

Meningkatkan
pembinaan terhadap
kualitas

Pelatihan Kerja

Lembaga

40




Operasionalisasi Arah Kebijakan Arah Kebijakan Renstra
No Keterangan
NSPK RPJMD PD
Meningkatkan

penempatan Angkatan
kerja melalui
mekanisme Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD),
Antar Kerja Lokal (AKL),
dan Antar Kerja Antar
Negara (AKAN)

Mengoptimalkan
penempatan calon

transmigran

Optimalisasi
penyelesaian
perselisihan hubungan

industrial

Pembinaan norma dan
syarat kerja  secara

berkelanjutan

Optimalisasi tingkat
kepatuhan Perusahaan
dalam melaksanakan
ketentuan hukum
peraturan
ketenagakerjaan

Memberdayakan

Lembaga Kerja Sama
Bipartit di tiap-tiap
Perusahaan sebagai
salah satu sarana
hubungan industrial
dalam rangka menjalin
komunikasi dan
konsultasi antara

pengusaha dan pekerja
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA,
INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD

4

Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
melaksanakan 6 (enam) program dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan
63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Program merupakan sekumpulan
kegiatan yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu
dalam suatu bidang urusan pemerintahan atau organisasi. Program memiliki
cakupan yang lebih luas dan menyasar hasil yang lebih besar, seperti
peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kegiatan yang
mengacu ke rencana tenaga kerja, peningkatan tenaga kerja yang memiliki
sertifikat kompetensi, peningkatan jumlah pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan, peningkatan penanganan perselisihan hubungan industrial,
peningkatan tata Kelola dan perlindungan ketenagakerjaan serta
peningkatan keberhasilan transmigrant yang diberangkatkan. Setiap
program biasanya memiliki tujuan dan di dalamnya terdapat serangkaian
kegiatan yang lebih spesifik.

Kegiatan adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka
melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kegiatan harus terukur dan realistis untuk memastikan bahwa tujuan

program dapat tercapai. Subkegiatan adalah bagian lebih rinci atau
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terperinci dari kegiatan yang sudah direncanakan. Subkegiatan ini
melibatkan tindakan lebih spesifik dan terperinci untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan. Subkegiatan merupakan unit terkecil dari
kegiatan yang membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan pada
tingkat kegiatan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berkaitan dengan
seberapa efektif dan efisien suatu program, kegiatan, dan subkegiatan
dijalankan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
bidang urusan yang spesifik. Penilaian kinerja ini biasanya melibatkan
indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur hasil dan dampak dari setiap
tindakan yang diambil dalam kegiatan dan subkegiatan. Dalam mencapai
hasil yang diinginkan, maka dari itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
memiliki program, kegiatan dan subkegiatan dengan rincian sebagaimana

tabel berikut:
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TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT DAERAH
BIDANG URUSAN /| PROGRAM /| |y ToR OuTcOME |BASELINE| 5508 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME 2024 JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
S " = 4 b T i : e — i . S
_ T _(02) (03| ©4__| 09 _(06) [) 08) (09) (19) (11 (12 (13 L (15)
07 - 4
i3 TR e 11,122 389 350 11.673.542.000 12.291.736.000 13.014.986.000 13.328.586.000
[207.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.109.986 000 7.109 986 000 7.109.986 000 7.109.986 000 7 109 986.000
KABUPATENKOTA =
Dinas/Badan yang
Meningkatnya akuntabilitas kinena Nilai Akuntabibitas Kinerja
i, e b Perangiat Dasrah (k) 7520 76 76.10 7109986000 | 762 7109986000 | 76.40 7109986000 | 767 7.109.986.000 7 7 109 986 000 ;l_.'mnn:gr;gak:‘?dang
207 02 - PROGRAM PERENCANAAN 7
- oy 100.000.000 100.000.000 00.000.000 250,000,000 100.000.000
ingkatnya kegiaian yang Presentase kegiatan yang DinasBadan yang
dilaksanakan yang mengacu ke rencanal mengacu ke rencana tenaga 80 BO.1 8017 100 000 000 8025 100 000 000 80,28 100 000 000 8034 250 000 000 805 100.000 000 | menangani Bidang
1@ a kerja (%) Tenaga Kerja
07 03- AAN
KERJA DAN PRODUKTIVITAS 766.797 000 B857.000.000 967.000 000 1.062.000.000 1.167.000.000
TENAGA KERJA .
Dinas/Badan yang
Meningkatnya tenaga kerja yang Persentase Tenaga Kerja 7 1
gk ooy kot b BT Kematarad 1k 5276 528 52,82 756797000 | 5283 857.000000 | 6285 957.000.000 | 528 062000000 | 5288 1157 000.000 r;unang::nfll:-danq
20704 - PROGRAM PENEMPATAN
. o 1264 867 150 1468 256 000 1.785 000 000 2 051 000 000 2218.000.000
Persentase Tenaga kenja yang
ditempatkan (dalam dan luar Dinas/Badan yang
Meningkatnya jumiah pencan keda | noqen) melaiu mekanisme 7321 75 7 1264867150 | 79 1468256000 | 81 1785000000 | 83 2061000000 | 85 2218000.000 | menangani Bidang
Sarczafiar yang dtempatian layanan Antar Kerja dalam Tenaga Kenja
wilayah kabupaten (%)
207.05 - PROGRAM HUBUNGAN 1.890739 200 2138 300.000 2339750000 2 542 000.000 2743600000
INDUSTRIAL
Persentase perselisihan Dinas/Badan yang
inghalny pensrgindn pemaimn e '“":";:'_’;’;'; %0 90.1 90,15 369507600 | 902 510000000 | 90,25 511450000 | 90.3 512400000 | 9035 £13.350.000 | menangani Bidang
bersama (PB) (%) T-ﬂag;hr]a
Cakupan Kepesertaan Dinas/Badan yang
Meningkatnya 1 kelcla dan Jaminan Sosial 2294 27.46 30,26 15621231600 | 3306 1628300000 | 35,86 1828300000 | 3866 2029600000 | 4146 2230.250.000 | menangani Bidang
perlindungan ketenagakerjaan Ketenagakerjaan ((%)) Tenaga Kerja
Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kerja Oinsa/Baden
yang
yang layak (PP/PKB, LKS 5455 55 55,05 55,1 5515 6.2 5526 menangani Bidang
Bipantit, Struktur Skala Upah Ton Kerja
dan terdaftar peserta BPJS e
Ketenagakerjaan) (%)
332 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRAS! 82.500.000 200000000 206.000.000 210.000 000 222.000.000
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN
e bty L b 82 500 000 200.000 000 206.000 000 210,000 000 222,000.000 .
Persentase tingkat Dinas/Badan yang
Meningkatnya k-::rhaslan ransmigran| , eberhasdan transmigran ya 87 9 10 82 500 000 1 200 000 000 12 206 000 000 13 210000 000 14 222 000 000 | menangani Bidang
Ymig cbacangiaticn diberangkatkan (%) Transmigrasi
TOTAL KESELURUHAN 11204889350 00 11873542000 00 12497736000 00 13224986000 00 13550686000 00
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TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03 (04) (05) (08) (07 (08)
2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja
- Menurunnya pengangguran | MENINGKATNYA Tingkat Produktivitas Tenaga
terbuka KESEMPATAN KERJA DAN Kerja (Juta Rupiah/Tenaga
PRODUKTIVITAS TENAGA Kerja)
KERJA

MENINGKATNYA
PENYERAPAN TENAGA
KERJA

Persentase Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) (%)

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah (MNilai)

2.07.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang Ditetapkan

Jumlah Berita Acara Hasil
Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Urusan
yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah (Berita Acara)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD {Laporan)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

(Laporan)

2.07.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

2.07.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
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IPROGRAH / KEGIATAN /

NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
107) (02) (03) (04) (05) (06) 07) 06)

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja

| SKPD (Laporan)

2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan |khtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
| (Laporan)

2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

2.07.01.2.01.0008 -
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil
Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Urusan
yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah (Berita Acara)

Jumiah Orang yang Menenma
Gaji dan Tumyjangan ASN

207.01.201.0010 -
Pelaksanaan Forum Perangkat
Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam
Rangka Penyusunan Dokumen)
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN

(Orang/bulan)

207.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaj dan Tunjangan ASN

(Orang/bulan)

2.07.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaj dan

Tunjangan ASN

Jumlah Laporan Keuangan
Perangkat Daerah

Jumiah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

(L aporan)

2.07.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanar/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme ster
n SKPD (Laporan)

2.07.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

(L aporan)

2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumiah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKFD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Seme ster

n SKPD (Laporan)

2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD)
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
01 102) ~(03) (04) (05) (06) 07) 08)_

Jumlah Laporan Laporan
Kepegawaian Perangkat
Daerah Yang Disusun

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan (Orang)

2.07.01.2.06 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumiah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kele ngkapan

(Paket)

2.07.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat

Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan
(Paket)

2.07.01.2.05.0002 - Pengadaar]
Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumiah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan (Orang)

Jumlah Laporan
Penatausahaan Perkantoran
yang Disusun

2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

2.07.01.2 06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKFD (Dokumen)

2.07.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumilah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

2.07.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

SKPD (Laporan)

2.07.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumiah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

(Paket)

2.07.01.2 06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

2.07.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.07.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.07.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

(Paket)

2.07.01.2.06.0004 -
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

Jumilah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang

2.07.01.2.06.0005 -
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

2.07.01.2060006 -
Penyediaan Bahan Bacaan dar]
Peraturan

Disediakan (Dokumen)

Perundang-undangan
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IPROGRAM 1/ KEGIATAN /

NSPK DAN SASARAN
T T T e TUJUAN SASARAN OUTCOME ouTPUT INDIKATOR e g KETERANGAN
01 2R 03) 04)_ 05) —(06) ©7) 08)

Jumiah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumilah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

2.07.01.2 060009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumiah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPFD (Dokumen)

Jumlah Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah yang
disediakan

2.07.01.2.06.0010 -
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

2.07.01.2 07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Unusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.07 01207 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 0005 - Pengadaar]
Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.07.01.2 07 0006 - Pengadaar
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Frasarana Gedung Kantor ataJ
Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07 0010 - Pengadaar
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnyaj

Jumlah Unit Sarana dan
FPrasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lalnny%
yang Disediakan (Unit)

2.07.01.2.07.0011 - Pengadaar
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Perkantoran
yang disusun

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listnk yang
Disediakan (Laporan)

2.07.01.2 08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumiah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
| yang Disediakan (Laporan)

2.07.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan

2.07.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan

2.07.01.2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
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NSPK DAN SASARAN

Tmomu / KEGIATAN /

A e T, TUJUAN SASARAN OUTCOME ouTPUT INDIKATOR bt KETERANGAN

Jumiah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabiitas: (Unit)

2.07.01.2090009 -
Pemeliharaan/Rehabiltas
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitas: (Unit)
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lannya yang
Dipelihara/Direhabiltas: (Umit)

207012090010 -
Pemeliharaan/Rehabiltas
Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lannyaj

207012000011 -
PemeliharaanvRehabilitas:
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

Meningkatnya kegiatan yang
dilaksanakan yang mengacu
ke rencana tenaga kerja

Presentase kegiatan yang

mengacu ke rencana tenaga
kerja (%)

2.07.02 - PROGRAM
PERENCANAAN TENAGA
KERJA

Jumlah dokumen Rencana
Tenaga Kerna

Jumilah Dokumen Rencana
Tenaga Kerja Makro
| (Dokumen)

207.02 201 - Penyusunan
Rencana Tenaga Kerna (RTK)

Jumlah SOM Perusahaan yang
mampu menyusun RTK Mikro

20702 2 01 - Penyusunan
Rencana Tenaga Kera (RTK)

| (Orang)
Jumiah Dokumen Rencana 2.07.02 2010001 -
Tenaga Kerna Makro Penyusunan Rencana Tenaga
(Dokumen) Kerja Makro
Jumiah SDM Perusahaan yang} 2.07.02 2 01 0003 - Fasiltasi
mampu menyusun RTK Mikro | Penyusunan Rencana Tenaga
{Orang) Kena Mikro

Meningkatnya tenaga kerja Persentase Tenaga Kena 207 03 - PROGRAM

yang memiliki sertifikasi Bersertifikat Kompetensi (%) | PELATIHAN KERJA DA

kompentes:

PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

Persentase pencan kerja
terdaftar yang mendapatkan

pelatihan

Jumlah Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana

20703201 - Pelaksanaan
Pelatihan berdasarkan Unit

| Pelatihan Kena (Unit) Kompetensi

Jumilah tenaga kerja yang 2.07.03.2 01 - Pelaksanaan
mendapat pelatihan berbasis | Pelatihan berdasarkan Unit
kompetensi pada tahun n Kompetensi

(Orang)

Jumlah Tenaga Kerna yang
Mendapat Pelathan Berbasis

Kompetens: pada Tahun n
(Orang)

20703201 - Pelaksanaan
Pelatihan berdasarkan Uit
Kompetensi

Jumlah Tenaga Kena yang
Mendapat Pelatihan Berbasis
Kompetensi pada Tahun n
(Orang)

207032010001 - Proses
Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bag
Pencan Kena berdasarkan
Klaster Kompetens:

Jumlah Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana

2.07.03 2 01 0003 - Pengadaar|
Sarana Pelatihan Kena

Pelatihan Kera (Unit
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /| KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
1) (02) (03) (04) (06) (06) 107)_ 06)

Jumiah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi pada tahun n
(Orang)

207.03.2.01.0004 - Proses
Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi bagi Pencan
Kerja berdasarkan Unit

Kompetensi
Jumiah Lembaga Pelatihan Jumlah Lembaga Pelatihan 2.07.03.2.02 - Pembinaan
Kena yang terakreditasi Kerja Swasta yang Dibina Lembaga Pelatihan Kerja
(Lembaga) Swasta
Jumiah Lembaga Pelatihan 2.07.03.2.02.0001 - Pembinaar
Kerja Swasta yang Dibina Lembaga Pelatihan Kerja
(Lembaga) Swasta

Persentase LPK yang memiliki
perizinan

Jumlah Sumber Daya
Perizinan Lembaga Pelatihan
1) ara Terintegrasi

Jumiah Sumber Daya
Perizinan Lembaga Pelatihan
Kerja Secara Terintegrasi

2.07.03.2.03 - Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga

Pelatihan Kerja

207.03.2.03.0001 -
Penyediaan Sumber Daya
Perizinan Lembaga Pelatihan

(Perizinan) Kerja Secara Terintegrasi
Persentase perusahaan kecil |Jumlah Perusahaan Kecil yang| 2 07 03.2.04 - Konsultansi
yang mendapatkan konsultansi Mendapat Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan|
peningkatan produktivitas Peningkatan Produktivitas Kecil

(Perusahaan)

Jumilah Perusahaan Kecil yang
Mendapat Konsultansi
Peningkatan Produktivitas
(Perusahaan)

207032040001 -
Pelaksanaan Konsultasi
Produktivitas kepada
Perusahaan Kecil

Persentase pertumbuhan
produktivitas tenaga kerja di
tingkat daerah

Jumiah Dokumen Hasil
Pengukuran Produktivitas dan
Daya Saing Tenaga Kerja di

Tingkat Daerah (Dokumen)

2.07.03.2.05 - Pengukuran
Produktivitas Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Pengukuran Produktivitas dan
Daya Saing Tenaga Kerja di
Tingkat Daerah (Dokumen)

207.03.2.05.0001 -
Pengukuran Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya jumiah pencari
kena terdaftar yang
ditempatkan

Persentase Tenaga kerja yang
ditempatkan (dalam dan luar
negeri) melalui mekanisme
layanan Antar Kerja dalam
wilayah kabupaten (%)

207 04 - PROGRAM
PENEMPATAN TENAGA
KERJA

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar] Jumlah Pencari Kerja yang

yang Mendapatkan Fasilitasi
Penempatan Tenaga Kerja

Mendapatkan Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan (Orang)
Jumilah SDM Pelayanan antar
Kerja yang Mendapatkan
Pelatihan Melalui Bimtek dan
lain-lain untuk Peningkatan
Kompetensi (Orang)

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar
Kerja di Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar
Kerja di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga Kerja
Disabilitas yang Mendapatkan
Fasilitasi Layanan ULD

Jumlah Tenaga Kerja yang
Diberdayakan Melalui program
Perluasan Kesempatan Kerja
(Orang)

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar
Kerja di Daerah

Kabupaten/Kota

2.07.04.2.01 - Pelayanan antar
Kerja di Daerah
Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /| KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) "~ (06) 07) (08)

Jumlah Tenaga Kerja yang
Ditempatkan Melalui Layanan
AKAD dan AKL (Orang)

2.07.04.2 01 - Pelayanan antar
Kerja di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah SDM Pelayanan antar
Kerja yang Mendapatkan
Pelatihan Melalui Bimtek dan
lain-lain untuk Peningkatan
Kompetensi (Orang)

2.07.04.2.01.0001 -
Penyediaan Sumber Daya
Pelayanan antar Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang
Ditempatkan Melalui Layanan
AKAD dan AKL (Orang)

2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan
antar Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang
Mendapatkan Penyuluhan dan

mbingan Jabata ral
Jumlah Tenaga Kerja
Disabilitas yang Mendapatkan
Fasilitasi Layanan ULD
(Orang)

2.07.04.2.01.0003 -
Penyuluhan dan Bimbingan

Jabatan bagi Pencari Kerja
2.07.04.2.01.0004 -
Penyelenggaraan Unit Layanar]
Disabilitas Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga Kerja yang
Diberdayakan Melalui program
Perluasan Kesempatan Kera
(Orang)

2.07.04 2.01.0005 - Peruasan
Kesempatan Kerja

Persentase LPTKS yang
memiliki perizinan

Jumlah LPTKS yang Dilakukan
Pengawasan dan
Pengendalian Sesuai dengan
Aturan yang Berlaku

(Lembaga)

2.07.04 2 02 - Penerbitan Izin

Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota)

Jumlah Perizinan LPTKS yang
Terntegrasi (Lembaga)

2.07.04.2 02 - Penerbitan lzin

Lembaga Penempatan Tenaga
Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perizinan LPTKS yang
Tenntegrasi (Lembaga)

2.07.04 202.0001 -
Penyediaan Sumber Daya
Perizinan LPTKS Secara
Terintegrasi

Jumlah LFTKS yang Dilakukan
Pengawasan dan
Pengendalian Sesuai dengan
Aturan yang Berlaku

(Lembaga)

2.07.04.2.02 0002 -
Pengawasan dan
Pengendalian LPTKS

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar]
yang Mendapatkan Pekerjaan
melalui Job Fair

Jumlah Pencari dan Pemben
Kerja yang Terdaftar dalam
Pasar Kerja Melalu Sistem
Online (Karir Hub) (Orang)

2.07.04.2.03 - Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja

Jumlah Pencari Kerja yang
Mendapatkan Pekerjaan
Melalui Job Fair/Bursa Kena
(Orang)

2.07.04.2 03 - Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja

Jumlah Pencari dan Pemben
Kerja yang Terdaftar dalam
Pasar Kerja Melalui Sistem

Online (Karir Hub) (Orang)

2.07.04.2.03 0002 - Pelayanan
dan Penyediaan Informasi
Pasar Kerja Online
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /| KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) "~ 02) (03) (04) (05) (06) (07) 06)

Jumlah Pencar Kerja yang
Mendapatkan Pekerjaan
Melalui Job Fair/Bursa Kena
(Orang)

2.07.04 2.03.0003 - Job
FairBursa Kerja

Jumiah PMI (pra dan purna
penempatan) yang difasilitasi

Jumlah CPMI/PMI yang
Dilindungi dan Ditingkatkan
Kompetensinya (Orang)

2.07.04.2.04 - Pelindungan PM{
(Pra dan Purna Penempatan)
di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah PMI Purna yang
Diberdayakan (Orang)

2.07.04 2 04 - Pelindungan PM
(Pra dan Purna Penempatan)
di Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah CPMI/PMI yang
Dilindungi dan Ditingkatkan
Kompetensinya (Orang)

2.07.04.2.04.0001 -
Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja
Migran Indonesia (PMI)/Peker;d
Migran Indonesia (PMI)

Jumiah PMI Purna yang
Diberdayakan (Orang)

2.07.04.2.04 0003 -
Pemberdayaan Pekerja Migran
Indonesia Purna Penempatan

Meningkatnya keberhasilan

transmigran yang
diberangkatkan

Persentase tingkat

Jumlah transmigran yang
diberangkatkan

3.32.03 - PROGRAM

yang Dilaksanakan Penjajakan
(Lokasi)

keberhasilan transmigran yang| PEMBANGUNAN KAWASAN
diberangkatkan (%) TRANSMIGRAS|

Jumilah Calon Lokasi 3.32.03.2.01 - Penataan
Penempatan Transmigran Persebaran Penduduk yang

Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Transmigran
yang Mendapatkan
Penyuluhan (Kepala Keluarga)

3.32.03.2.01 - Penataan
Persebaran Penduduk yang
Berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerja Sama Pembangunan
Transmigrasi yang Berasal dar
1 (Satu) Daerah

| Kabupaten/Kota (Laporan)

3.32.03.2.01 - Penataan
Persebaran Penduduk yang
Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumilah Lokasi Transmigrasi
yang Dilaksanakan Monitonng
dan Evaluasi (Lokasi)

33203201 - Penataan
Persebaran Penduduk yang
Berasal dari 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Transmigran yang
Dipindahkan dan Ditempatkan
(Kepala Keluarga)

3.32.03.2.01 - Penataan
Persebaran Penduduk yang
Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumilah Laporan Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Kerja Sama Pembangunan
Transmigrasi yang Berasal dar
1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota (Laporan)
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3.32.03.2.01.0001 - Koordinasi
dan Sinkronisasi Kerja Sama
Pembangunan Transmigrasi
yang Berasal dan 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota




selesai dengan perjanjian
bersama (PB) (%)

NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN et i - b i . SUBKEGIATAN RETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) o7 (08)
Jumiah Transmigran yang 3.32.03.201.0004 -
Dipindahkan dan Ditempatkan | Pemindahan dan Penempatan
(Kepala Keluarga) Transmigran yang Berasal dan
1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Transmigran 33203.201.0005 -
yang Mendapatkan Penyuluhan Transmigrasi
Penyuluhan (Kepala Keluarga)
Jumlah Calon Lokasi 3.32.03.2.01.0009 - Penjajakary
Penempatan Transmigran Ke Calon Lokasi Penempatan
yang Dilaksanakan Penjajakan| Transmigran
(Lokasi)
Jumlah Lokasi Transmigrasi |3.32.03.2.01.0020 - Monitonng
yang Dilaksanakan Monitoring | dan Evaluasi ke Lokasi
dan Evaluasi (Lokasi) Transmigrasi

MENINGKATNYA Persentase perselisihan

HUBUNGAN INDUSTRIAL hubungan industrial yang

YANG HARMONIS diselesaikan diluar pengadilan
(%)

Meningkatnya penanganan Persentase perselisihan 2.07.05 - PROGRAM
perselisihan HI hubungan industrial yang HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase angka sengketa
perusahaan pertahun

Jumiah LKS Tripartit yang
Dibina (Lembaga)

2.07.05.2.02 - Pencegahan dary
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumilah Perkara Perselisihan
yang Terselesaikan (Perkara)

2.07.05.2 02 - Pencegahan dar
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

Jumiah Perselisihan yang
Dicegah (Perkara)

2.07.05.2.02 - Pencegahan dary
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industnial, Mogok
Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumiah Perselisihan yang
Dicegah (Perkara)

207.05.2.02.0001 -
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerall

Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

yang Terselesaikan (Perkara)

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industnal, Mogok
Kera, dan Penutupan
Perusahaan yang
BerakibavBerdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) DaeraN
Kabupaten/Kota

RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
©1) ©2) (03) (04) (05) 05 07 )
Jumlah Perkara Perselisthan |2 07.05202.0002 -

Jumlah LKS Tripartit yang
Dibina (Lembaga)

207052020004 -
Pelaksanaan Operasional
Lembaga Kerja Sama Tripantit

Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya tata kelola dan
perlindungan ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan
Jaminan Sosial

2.07.05 - PROGRAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase Perusahaan yang
menerapkan tata kelola kena
yang layak (PPYPKB, LKS
Bipartit, Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta BPJS

Ketenagakerjaan) (%)

2.07.05 - PROGRAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Jumlah perusahaan yang
memiliki LKS Bipartit akuf

Jumlah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan
Peraturan Perusahaan yang
Terkait dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar di
WLKP Online (Perusahaan)

2.07.05.2 01 - Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk Perusahaan
yang Hanya Beroperasi dalam
1 (Satu) Daerah

K

Jumlah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan
Peraturan Perusahaan yang
Terkait dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar di

WLKP Online (Perusahaan)

Jumlah perusahaan yang
mempunyai sarana hubungan
industnal (minimal 3 sarana)

abupaten/Kota
207.05.2.01.0001 -
Pengesahan Peraturan
Perusahaan bagi Perusahaan

Jumlah Data dan Informasi
Sarana HI (PP'PKB, Struktur
Skala Upah, dan LKS Bipartit)
dan Pekerja yang Terdaftar
sebagai Peserta Jamsostek
serta Pengupahan (Laporan)

2.07.05.2.01 - Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk Perusahaan
yang Hanya Beroperasi dalam
1 (Satu) Daerah
K

Jumlah Data dan Informasi
Sarana HI (PPYPKB, Struktur
Skala Upah, dan LKS Bipartit)
dan Pekerja yang Terdaftar
sebagal Peserta Jamsostek

serta Pengupahan (Laporan)

persentase PP/PKB
Perusahaan yang memuat
syarat kerja

Jumlah Perusahaan yang
Menyusun Perjanjian Kena
Bersama (Perusahaan)

207.05.2.01.0003 -
Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerna

2.07.05.2.01 - Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk Perusahaan
yang Hanya Beroperasi dalam
1 (Satu) Daerah

K

Jumiah Perusahaan yang

207052010002 -
Pendaftaran Perjanjian Kerja

Menyusun Perjanjian Kena
s
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN /

RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
01 (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Persentase angka sengketa | Terlaksananya Program 207.05.2.02 - Pencegahan dar}
perusahaan pertahun Jaminan Sosial Tenaga Kerja |Penyelesaian Perselisihan
dan Fasilitas Kesejahteraan | Hubungan Industrial, Mogok
Pekerja (Orang) Kerja dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Teraksananya Program 207.05.2.02.0005 -
Jaminan Sosial Tenaga Kerja |Pengembangan Pelaksanaan
dan Fasilitas Kesejahteraan | Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Pekerja (Orang) dan Fasilitas Kesejahteraan

Pekerja
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / s 1w 2026 2027 2028 2029 2030 PR AT | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
TR B T ) 05 (06, ©n___ s | AR B ik} (12) 13)_ L TR PR LW
i g, s S ot b 20 | 7610 762 7109986000 [ 7640
(207 01201 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 73.800.000 73.800.000
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, AR
Penganggaran, Evaluasi Kinerja ﬂ;ﬁmmrﬂ’ 4 6 73800000 6 73800000 | & 73800000 | & 73800000 | 6 73:800.000
Perangkat Daerah yang Ditetapkan
Jumlah Berita Acara Hasil Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan
Bidang Urusan yang Diampu dalam 0 1 1 1 1 1
Rangka Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
(Berita Acara)
Jumiah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistk Sektoral g y 1 ! 1 1
Daerah (Dokumen)
Jumiah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen) B 1 18 18 18 18
Jumiah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi 7 4 4 4 4 4
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Reallsasi
Kinerja SKPD (Laporan)
207.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 32 400 000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Dazrﬂa_h Perangkat Daerah (Dokumen) 5 18 32 400.000 18 32 400 000 18 32400000 18 32.400.000 18 32400.000
[2.07.012.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 156.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
: s Jumiah Laporan Capaian Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja : h 1
dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD dan | 20 't”“"f;:ﬁ&gf”;smn
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan p:: man % nl’.‘amn n 7 4 15.000 000 4 15 000 000 4 15 000 000 4 15.000 000 4 16.000.000
Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Ki 4 (ha " hhmR hpa a
Realisasi Kinerja SKPD gl iolons et
Kinerja SKPD (Laporan)
oo G it 15.000.000 15.000.000 16.000000 16.000000 15,000,000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinena
Perangkat Daerah Perangkat Daetah (Laporan) 4 6 15.000 000 6 15000 000 6 15.000.000 6 15.000 000 6 15.000.000
207.01.201 0008 - Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektor al 5.000.000 5.000.000 5000000 5.000.000 5,000.000
Daerah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME/ KEGIATAN/ | ™NOIKATOR OUTCOME | “qapyy 2026 2027 2028 2029 2030 PERay T | KeTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (03 (04) (05) (06) (07) (08) (09 (10) () (12) (13) (14) (15
Jumlah Dokumen Hasil
Terselenggaranya Walidata Pendukung | Penyelenggaraan Waldata
Stabstik Sektoral Daerah Pendukung Stabstk Sektoral 0 1 6.000.000 1 5.000.000 1 5000000 ! 5000000 : 5000000
Daerah (Dokurmen)
207.01.201.0010 - Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam Rangka 6.400.000 6.400 000 6.400.000 6.400 000 6.400 000
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah w;:k?ﬂﬁx:';::: :::nm
Berdasarkan Bidang Urusan yang :
Diampu dalam Rangka Penyusunan g::g"&ugn‘:z’tﬁma"m 0 1 6400000 | 1 6400000 | 1 6400000 | 1 6400000 | 1 6.400.000
m":" i Paranghsd Perencanaan Perangkat Daerah
. {Benta Acara)
207.01.202 - Administras: Keuangan
It ; 3.666.137.000 3666.137.000 3.666.137.000 3.666.137.000 3.666.137.000
Jumiah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasi
*""C""-‘W"""“"‘“"P""W Koordinasi Penyusunan Laporan 1 1 8304000 [ 1 8304000 | 1 8304000 1 8304000 1 8:304.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi 1 1 1 1 1 1
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S emesteran
o SKPD (Laporan)
207.01.2.02.0005 - Koordinas: dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 4,152,000 4.152.000 4.162.000 4.152.000 4152 000
Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
:::G';%Lmﬂpﬂlﬂ K'”?:r: At Tahun SKPD dan Laporan Hasi
ettt Laparmn i Koordnasi Penyusunan Laparan 1 1 4152000 1 4152000 1 4152000 1 4152000 1 4152.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD e Tabim SEPD
207.01.202.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 4 152,000 4.152.000 4.162.000 4.152.000 4.162.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumiah Laporan Keuangan
;z:udlanya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
anan/Trwulanan/Semestetan SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi
dan Laporan Koordinasi Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan 1 1 4152 000 1 4 152 000 1 4.152.000 1 4.152.000 1 4.162.000
Laporan Keuangan ht
Bulanan/Tnwulanan/Semesteran SKPD ;J;D tupn:\;l:;\arvSmeﬂﬂan
Jumiah Orang yang Menenma Gaji dan | Jumiah Orang yang Menenma Gayi
Turs ASH dan Tunjangan ASN {Orang/bulan) 18 25 3657.833.000 25 3657.833.000 25 3.657.833.000 25 3657 833 000 25 3 657 833000
207.01.202.0001 - Penyediaan Gaji dan
Turjangan ASN 3657.833.000 3657 833.000 3.657 833000 3657 833.000 3.657.833000
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;“m"‘z‘mo"“g ’:’S‘%m":ug“'; 18 % 3667833000 | 25 3657833000 25 3657833000 | 25 3657833000 25 3 657833000
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian
P deat Daaral 97.500.000 97 .500.000 97500 000 97.500.000 97.500.000
Jumiah Orang yang Mengikut
Jumiah Laporan Laporan Kepegawaian | Bimbingan Teknis Implementasi
Frsbadigey oot e Ly s sl 0 1 97 500000 1 97500000 | 1 97500000 1 97500000 | 1 97,500,000
(Orang)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Perundang-undangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME/ KEGIATAN/ | NPIKATOR OUTCOMET | "5y 2026 2027 2028 2029 2030 PEran T | keTeRANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) __(02) 03 04) (08) _[08) (07) (08) (09) (19) (11 (12) (13) (14 (15
Jumiah Paket Pakaian Dinas
beserta Anbut Kelengkapan 0 1 1 1 1 1
(Pakat)
207.01205.0002 - Pengadaan Pakaian
Dinss 12 Atribut K nya 17.500.000 17 500.000 17 500 000 17 500 000 17 .500.000
Jumlah Paket Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas beserla 1}, 4015 Attt Kelengkapan 0 1 17500000 | 1 17500000 | 1 17500000 | 1 17500000 | 1 17,500 000
Atribut Kelengkapan (Paket)
207.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 B0.000 000 B0 000 000
Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang Mengikut
Terlak sananya Bimbi Tekms B
mmmaw?}m Nm’m'p:':‘:"'r 0 1 80 000 000 1 80 000 000 1 80,000 000 1 80 000 000 1 80 000 000
Poﬂmdar\g_—.{.lndal\qm {Orang)
207.01.2.06 - Administrasi Umum
B D 460.125.000 460.125.000 460.125.000 460.125 000 460.125.000
Jumlah Laporan Penatausahaan Jumlah Laporan Fasiltas
Parkartoran yang D Kunj Tarm | ) 1 4 460 125 000 4 460 125 000 460 125000 4 460 125 000 4 460125000
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 4 4 4 4 4
SKPD (Laporan)
Jumiah Paket Bahan Logistik 1 4 4 4 4 4
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumiah Paket B Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 1 4 4 4 4 4
(Paket)
Jumiah Paket Komponen Instalasi
Listnk/Penerangan Bangunan 1 1 1 1 1 1
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD 1 1 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
ik ey i 1 4 4 4 4 4
Disediakan ( Dokumen)
207 01206 0001 - Penyediaan
Kampooeh insales 7500000 7.500 000 7.500.000 7.500.000 7,500,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumiah Paket Komponen Instalasi
Tersedianya Komponen Instalas: ListrikPener
angan Bangunan 1 1 7,500 000 1 7 500.000 1 7500 000 1 7 500.000 1 7 500 000
Listik/Penerangan Bangunan Kantor | o yang Disediakan (Paket)
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan
Logstk 86 500.000 86.500 000 86.500.000 86.500 000 86 500.000
Jumlah Paket Bahan Logistik
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan (Pakst 1 4 86 500000 4 86.500.000 4 86.500.000 4 86500 000 4 86.500 000
207.01.2 06.0006 - Penyediaan Barang
Catakan dan Penggandaan 15.000 000 15.000.000 16.000 000 15.000.000 15.000.000
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Tersedianya Barang Cetakan dan yang Disediakan 1 4 15 000 000 4 15000000 | 4 15,000 000 4 15000000 | 4 16.000 000
Pangganda (Pakat)
2107.01206.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 6.000.000 6 000 000 6000 000 6.000.000 6.000.000
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME | KEGIATAN / g e 2026 2027 2028 2029 2030 Py | keTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
— —
(01 (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (19 (1) (12) (13) (14) (15
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan
Pacatian Peru undangan Perundang-Undangan yang 1 4 6.000 000 4 6.000 000 4 6.000 000 4 6.000.000 4 6000 000
| Disediakan ( Dokumen)
§0 TSR F— T 2125000 20125.000 20125000 20,126,000 20125.000
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi
Tamu Kunjungan Tamu (Laporan) 1 4 20,126 000 4 20125000 20.125 000 4 20.125 000 4 20.125.000
207 .01.2.06.0009 - Penyelenggaraan
R oordinasi dan Konsultasi SKPD 295 000 000 295.000.000 295,000 000 295.000.000 295.000.000
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat
\nasi dan Konsultas) SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultas| 1 4 295 000 000 4 295000 000 4 295 000.000 4 295.000 000 4 295 000.000
Xoord SKPD (Laporan)
207.01.2.06.0010 - Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD 30.000.000 30.000.000 30.000 000 30.000000 30.000.000
Jumlah Dokumen Penatausahaan
Terlaksananya Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD :;::lle;mpadaSKPD 1 1 30 000.000 1 30000 000 1 30 000 000 1 30.000 000 1 30.000.000
207.01.207 - Pengadaan Barang Milk
Daerah Penurjang Urusan Pemenntah 430 000 000 430.000.000 430,000 000 430.000.000 430.000.000
Jumiah Unit Sarana dan Prasarana
”’*’"B"‘Wu”""n':m Gedung Kantor atau Bangunan &Y 15 40000000 | 15 430000000 | 15 430000000 | 15 430000000 | 15 430000000
wranghat yang Lainnya yang Disediakan (Unit)
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau 3 3 3 3 3 3
Bangunan Lannya yang D )
(Unit)
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit) 20 10 10 10 10 10
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan (Unit) 20 10 10 10 10 10
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Jumlah Paket Mebel yang
Tersedianya Mebel Disediakan (Und) 20 10 70.000 000 10 70000 000 10 70.000 000 10 70 000 000 10 70.000 000
207.01.2.07.0006 - Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya 260 000 000 260 000.000 260,000 000 260 000000 260.000.000
Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumiah Unit Peralatan dan Mesin
Loiowa Lainniya yang Disediakan (Ui} 20 10 260 000 000 10 260,000 000 10 260000 000 10 260 000.000 10 260 000 000
207 01207.0010- Pengadaan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau 50 000 000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Bangunan Lainnya
Jumiah Unit Sarana dan Prasarana
e D P— Kantor atau B 0 15 50000000 [ 15 50000000 | 15 50000000 | 15 50000000 | 15 50000 000
"d ! i Lainnya yang Disediakan (Unit)
707.01207.0011 - Pengadaan Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung 50.000.000 50.000.000 50.000 000 50.000.000 50.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya
; Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
P Koy @ | Pandukung Gedung Kantar atau 3 3 5000000 | 3 50000000 | 3 50000000 | 3 50000000 | 3 50000.000
Ba g "3 Bangunan Lainnya yang Disediakan|
ngunan Lainnya (Unit)
207.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Beriitanet Barned 0 683.000 000 683.000.000 683.000.000 683.000.000 683.000.000
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
'!‘H""'"“Pg”"w""f Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 4 683000000 | 4 683000000 | 4 683000000 | 4 683000000 | 4 £83.000.000
ayanan Perkantoran yang dsusun | | igiri vang Disediakan (Laporan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME/ KEGIATAN/ | "NOIKATOR OUTCOME! | gy 2026 2027 2028 2029 2030 by | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(o1 ___fo2) (03 (04) (05) (06) (07) (08) (08) (10) (11 _(12) (13) (14) (15
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa 1 4 i i 4 4
Surat Menyurat (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 2 4 4 4 4 4
Disediakan (Laporan)
207.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa
St Marysnl 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000 000 10.000.000
Teraksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyedaan Jasa
Menyural Surat Menyurat (Laporan) 1 4 10.000 000 4 10.000.000 4 10.000.000 4 10 000 000 4 10.000 000
207.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa
" kasi, S Daya A dan Listrik 98 000000 98 000000 98.000.000 98.000.000 98.000 000
Jumiah Laporan Penyedaan Jasa
Tersechanya Jasa Komunkasi, Sumber | o munikasi, Sumber Daya Alr dan 1 4 000000 | 4 98000000 [ 4 98000000 | 4 98000000 [ 4 98,000 000
¥a Listrik yang Disediakan (Laporan)
207.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa
Pel iy 575 000 000 575.000 000 676.000.000 5§75.000.000 575 000.000
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Korwadianya Jasa Pelayanan UUM | polayanan Umum Kantor yang 2 4 675000000 | 4 575000000 | 4 575000000 | 4 s75000000| 4 £75.000 000
Disediakan (Laporan)
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang MIN
Daerah Penunjang Urusan Pemenntahan 1699.424 000 1699.424.000 1.699 424 000 1.699.424.000 1.699.424 000
Daerah
Jumiah Kendaraan
Jumiah Barang Milk Daerah pada Dinas atau Kendaraan Dinas
P tD Kondsi Baik | Jabatan yang Dipelihara dan 1 1 1699.424 000 1 1699424 000 1 1.699.424 000 1 1699424000 1 1.699 424 000
dibayarkan Pajaknya (Unit)
Jumiah Gedung Kantor dan
Bangunan Lannya yang 4 5 5 5 5 5
Dipelhara/Direhabiitasi (Unit)
Jumiah Kendaraan Dnas
Operasional atau Lapangan yang
Dlsthara dan dibeyarkan Paek 10 10 10 10 10 10
dan Penzinannya (Unit)
mf‘ Websl yang Dipelivs 2 2 2 2 2 2
Jumiah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelhara (Unit) 6 5 5 [ 5 5
Jumiah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan 2 5 5 5 5 5
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabiitasi (Unit)
Jumizh Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau 1
8 Lannya yang 2 10 0 10 10 10
Dipelihara/Direhabiitasi (Unit)
207.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
Pemeih Biaya Pemelil
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 76.000.000 76.000.000 76.000.000 76.000 000 76.000 000
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemelharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas| Jabatan yang Dipelihara dan 1 L 76.000.000 1 76.000.000 ! 76000000 1 76.000.000 L 76.000.000
Jabatan dibayarkan Pajaknya (Unit)
[207.01209.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeil  Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan K on Dina 225 924 000 225924 000 225924000 225.924.000 225924 000
Operasiona atau Lapangan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE

OUTCOME/ KEGIATAN | | ™NPIKATOR DUTCOME! | “payy 2027 2029 2030 P o | KETERANGAN

SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
; (o1 ! 03 (04) (05) (06) (07) (08) (09 (1) (11 (12) (13) (14) (15

Tersedianya Jasa Pemelharaan, Biaya [ Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Operasional atau Lapangan yang
Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak 10 10 225 924 000 10 225 924 000 10 225924 000 10 225.924.000 10 225924 000
Lapangan dan Penzinannya (Unit)
207.01.209.0005 - Pemeliharaan Mebel 25.000.000 25.000.000 25000000 25.000.000 25.000.000
Teraksananya Pemeiharaan Mebel [ 473" Mebelyang Dipelhara 2 2 000000 2 25000000 | 2 25000000 | 2 25000000 2 25000 000
207.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnye 40.000.000 40.000.000 40000000 40.000 000 40.000 000
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelhara (Unit) 5 5 40.000.000 5 40000 000 5 40.000 000 5 40.000.000 5 40.000 000
207.012090009-
PemelharaanRehabilitas: Gedung 1227 500000 1.227 500.000 1.227 500.000 1.227 500.000 1.227.500.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemelharaan/Rehabiitas: Gedung Bangunan Lannya yang 4 5 1227 500000 5 1227 500.000 5 1.227 500 000 5 1.227 500 000 5 1.227 500 000
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabiitasi (Unit)
g2:101205‘0010-

ekharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prgai G kAioe stia 55.000.000 55000 000 56.000.000 55.000 000 56 000.000
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemelharaan/Rehabilitasi Saranadan | Gedung Kantor atau Bangunan 2 5 55 000 000 5 55000 000 5 55 000 000 5 55 000 000 5 55,000 000
Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabiitasi (Unit)
207.01.209.0011-

Pemeliharaan/Rehabiltasi Sarana dan

Pras P ung G ¢ 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000 000 50.000.000
atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Pendukung Gedung Kantor atau

Eraaatina P ung Gedung Kanlor | Bangunan Lainnya yang 2 10 50 000.000 10 50 000 000 10 50.000 000 10 50.000 000 10 50 000 000
atau Bangunan Lainnya Drpelihara/Direhabiitasi (Unit)

- . : 2.073.32000.01.00
S G s i Pvss m "'"";‘_,""?*"""““ 80 80,17 100.000.000 | 80,25 100000000 | 8028 100.000000 | 8034 250000000 | 805 100.000.000 | 00 - Dinas Tenaga
 lnaga kerja tenaga kerja (%) Kerja
207.02.201 - Penyusunan Rencana

; 100.000. 100.000.000 100.000.000 250.000.000 100.000.000
Tenaga Kerja (RTK) i
Jumiah Dokumen Rencana Tenaga
Jumiah dokumen Rencana Tenaga Kerja ""PM_\‘_WO(U ) 1 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 1 260.000.000 0 100.000.000
Jumiah SDM Perusahaan yang
mampu menyusun RTK Mikro 0 5 6 7 8 9
(Orang)
207.02.2.01.0001 - Penyusunan
R T Kerja Makro 0 0 0 150.000.000 0
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Rencana Tenaga
Makro Kerja Makro (Dokumen) 1 0 o 0 0 0 0 1 150.000 000 0 0
[207.02.2010003 - Fasiiasi
Penyusunan Rencana Tenaga Kena 100.000.000 100.000.000 100.000 000 100.000.000 100.000 000
Mikro
Jumiah SDM Perusahaan yang
Tertaksananya fasiltasi penyusunan | o v onousun RTK Mikro 0 5 100000000 | 6 100000000 | 7 100000000 | 8 100000000 | 9 100 000 000
Rencana Tenaga Kena Mikro (Orang)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

pada Perusahaan Keci

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASEUINE
OUTCOME / KEGIATAN | | "NOIKATOR OUTCOMET | "y 2026 2027 2028 2029 2030 Py | KeTErANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
©2) (03) (04) (05) (06) (/] (08) (09) (10) (11 (12) (13) (14 (15)
| 6797000 | 857000000 | 957000000 [ - 1062000000 L R C e
[ REF i | t ya ATt A T ATt gH ofite el i v § vhliil S e A AR
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki| Persentase Tenaga Kera
sertiias kompeniesi Bersertfikat Kompetensi (%) 52,76 5282 756.797.000 | 52,83 857.000.000 | 5285 957000000 | 5287 1.062000000 | 52,88 1.157.000.000 aommm Tenaga
20703201 - Pelaksanaan Pelatihan
sasarkan Unit K ke 512.000.000 682 000.000 647 000.000 722.000.000 792 000.000
Jumiah Tenaga Kerja yang
p"’“"'mm' Y38 | Mendapat Pelathan Berbasis 508 140 £12.000.000 | 160 582000000 [ 180 647000000 | 200 722000000 | 220 792000000
Kompetens: pada Tahun n (Orang)
Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis 0 25 25 25 % 25
kompelensi pada tahun n (Orang)
Jumlah Pengadaan dan
Pemeliharaan Sarana Pelatihan 0 20 20 20 20 20
Kerja (Unit)
207.03.201 0001 - Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelathan Keterampil
bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster 30000000 420,000 000 485000000 560.000.000 630.000.000
Kompetensi
Terlaksananya Proses Pendidkan dan | Jumlah Tenaga Kenja yang
Pelathan Keterampdan bagi Pencan Mendapat Peathan Berbasis 508 140 350 000000 160 420 000 000 180 485 000 000 200 560 000.000 220 630 000 000
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Kompetensi pada Tahun n (Orang)
207.03.201.0003 - Pengadaan Sarana
Pelatihan Kerja KabupatenKota 150.000.000 150.000.000 150.000 000 150.000.000 150.000.000
Jumiah Pengadaan dan
Tersedianya Sarana Pelabhan Kefla | pomelinaraan Sarana Pelatihan 0 2 150000000 | 20 150000000 | 20 150000000 | 20 150000000 | 20 150,000 000
Kabupaten/Kota Kerja (Uni)
207.03.201.0004 - Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi
Py i Ketia arican Unit 12.000.000 12 000 000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Torh;sananya Proses Pendidkan dan [ Jumlah lenaga kena yang
Pelatihan Vokas: bagi Pencan Kerja mendapat pelathan berbass 0 25 12 000.000 25 12 000.000 25 12 000 000 25 12 000.000 25 12 000 000
berdasarkan Unit Kompetensi kompetensi pada tahun n (Orang)
207.03.2.02 - Pembinaan Lembaga
Pelathan Kerja Swasta 79.850.000 85.000.000 95000000 95.000.000 95.000.000
Jumiah Lembaga Pelathan Kerjayang | Jumlah Lembaga Pelathan Kerja
akraditel Swasia yang Dibina (Lembaga) 50 45 79.850000 | 50 85000000 | 50 95000000 | 50 95.000000 | 50 95.000.000
207.03.2.02.0001 - Pembinaan
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 79.850.000 85.000.000 96,000 000 95.000.000 95,000,000
Teraksananya Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga Pelathan Kerp
Pelatihan Kerja Swasta Swasta yang Dibina (Lembaga) 50 45 79 850 000 50 85000 000 50 95000 000 50 95 000 000 50 95.000 000
207.03.203 - Penzinan dan Pendaftar
Lorrboga Peiatihan Karl = 75.000000 80.000.000 85,000,000 95.000.000 100.000.000
Jumiah Sumber Daya Perizinan
Persentase LPK yang memiliki perizinan | Lembaga Pelatihan Kerja Secara 6 10 75.000.000 12 80.000 000 14 85.000.000 16 95 000000 18 100.000.000
Tenntegrasi (Penzinan)
207.03.203.0001 - Penyediaan Sumber
Daya Penzinan Lembaga Pelatihan Kedjal 75.000.000 80.000 000 85.000.000 96.000.000 100 000.000
Secara Terinlegrasi
Tersedianya Sumber Daya Perzinan Jumlah Sumber Daya Penzinan
Lembaga Pelatihan Kerja Secara Lembaga Pelathan Kena Secara 6 10 75 000.000 12 80 000 000 14 85 000 000 16 95.000.000 18 100.000 000
Terntegras: Terintegrasi (Penzinan)
ol -
S NGORM PN 2947000 35,000,000 40000000 50000000 60,000,000
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

AKAD dan AKL (Orang)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / T Ll 2026 2027 2028 2030 PErAn | | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (m (12) (13) - (14) (15)
Persentase perusahaan keci yang Jumlah Perusahaan Kecil yang
mendapatkan konsultansi p q Mendapat K it Peningkatan 50 15 29 947 000 18 35.000.000 20 40 000.000 26 50.000.000 27 60.000.000
produktivitas Produktwitas (Perusahaan)
20703204 0001 - Pelaksanaan
KonﬂMalle?:wmkepadﬂ 29.947 000 35.000.000 40.000 000 50.000.000 60.000 000
Perusahaan |
Jumlah Perusahaan Keall yang
Tedaksananya Konsutas, Produlivtas | pendapat Kensulansi Penngkatan | 50 15 ©947000 | 18 35000000 | 20 40000000 | 26 50000000 | 27 60,000 000
kepada Perusahaan Kec Produktivitas (Perusahaan)
i s ol e g £0.000000 75.000.000 90,000,000 100,000.000 110.000.000
'J:t:mlm Dokumen Slill Ps;nqukum
Persertase pertumbuhan produktivitas oduktivitas dan Daya Saing
kerja di tingkat daerah T Ketja di Tingkat Daerah 0 6 60.000 000 9 75.000.000 12 90.000000 15 100.000.000 18 110.000 000
(Dokumen)
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran
Kompetensi dan Produktivitas Tenaga 60.000.000 76.000.000 90 000.000 100.000.000 110.000.000
Kerja
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran
Terlaksananya Pengukuran Kompetens | Produktivitas dan Daya Saing
dan Produktivitas T Keria T Kerja di Tingkat Dasrah 0 6 60000000 9 75.000.000 12 90 000 000 15 100 000 000 18 110.000 000
(Dokumen)
B mmﬁﬂm:npl):m 207.3.32000.01.00
W‘"‘“‘"‘“"‘ rja negen) melaki mekanisme layanan | 73,21 7 1264867150 | 79 1468256000 | 1 1.786.000000 | 83 2051000000 | 85 2.218.000000 | 00 - Dinas Tenaga
b Antar Kerja dalam wiayah Kera
(%)
it et ke 870,337,800 1.066576.000 1,360.000.000 1,600.000.000 1.740.000.000
Jurniah Pencari Kerja Terdaftar yang mm yang
Me ipatkan Fasiitasi Penemp Perluasan Kesempatan ang 2 401 60 870.337 800 100 1.066.576.000 120 1.360 000.000 140 1.600.000.000 160 1.740.000 000
Tenaga Kerja ( )
Jumlah Tenaga Kena
Ditempatkan Melalul Layanan 0 120 120 140 160 180
AKAD dan AKL (¢ )
Jumlah Tenaga Kena Disabilitas
yang Mendapatkan Fasiitasi 50 20 20 40 40 40
Layanan ULD (Orang)
Jumiah SOM Pelayanan antar Kerja,
yang Mendapatkan Pelatihan
Melalui Bimtek dan lain-lain untuk 2 50 = 2 = o
Peningkatan Kompetensi (Orang)
Jumilah Pencar) Kerja yang
Mendapatkan Penyuluhan dan 0 70 90 110 120 130
Bimbingan Jabatan (Orang)
2.07.04.201.0001 - Penyechaan Sumber
Daya P antar Kerja 49 975 000 80.900.000 85.000.000 90.000.000 95.000.000
Tersedianya SDM Pelayanan antar Kenja Juml":h%” P;Iayz&alnnahrﬁr Kerja
(Pengantar Kerja dan Petugas antar | YanG Mendapathan Belaihan 20 50 49975000 | 50 80900000 | 50 85000000 | 50 90000000 | 50 95 000 000
Kerpa) Peningkatan Kompetensi (Orang)
3(35;04201 N = o apmrian sty 500 401000 500,676,000 650,000,000 800,000,000 900.000000
Jumlah Tenaga Kena yang
Terwupdnya Pelayanan antar Kena Ditempatkan Melalui Layanan 0 120 500 401000 120 500676000 140 650 000 000 160 800.000.000 180 900.000 000
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Job Fair/Bursa Kena (Orang)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME/ KEGIATAN/ | "NOWATOR OUTCOME! | “payy 2026 2027 2028 2029 2030 PEray | | keTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(o1) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (19) (1) (12) (13) (14) (15
207.04.201.0003 - Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 30.000 000 35.000.000 40.000 000 45.000.000 50 000.000
Jumlah Pencari Kena yang
Terlaksananya Penyuluhan dan Mend:
apatkan Penyuluhan dan 0 70 30 000 000 90 35000 000 110 40 000 000 120 45 000.000 130 50000 000
Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Bimbingan Jabatan (Orang)
207 04 2010004 - Penyslenggaraan
Unit Layanan Disabiltas 64 961800 75.000.000 135 000 000 140 000.000 145.000.000
Lay
Ketenagakerjaan
Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas
Terselenggaranya Unit Layanan
yang Mendapatkan Fasilitasi 50 20 64 961800 20 75.000 000 40 135.000 000 40 140 000 000 40 145 000 000
Disabilitas Ketenagakerjaan Layanan ULD (Orang)
207.04 201 0005 - Perluasan
Kessrnpalan Keja 226.000.000 375.000.000 450.000 000 525.000.000 660.000.000
Jumlah Tenaga Kerja yang
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Diberdayakan Malalul program
Kerja Perkisaan Kasernpaian Kedla 401 60 225 000 000 100 375000.000 120 450,000 000 140 526 000 000 160 550 000 000
(Orang)
207.04202 T Pmbii(hn. lzin Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta
(LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah 22000000 24.000.000 26.000 000 30.000 000 34.000.000
KabupatervKota
Persertase LPTKS yang memilki Jumiah Penzinan LPTKS yang 2
Tori i (L ) 0 3 22000.000 24.000.000 5 26.000 000 [ 30.000.000 T 34.000.000
Jumiah LI yang Diakukan
Pengan dan Pengendalian
Sesusi dengan Aluran yang Bedak| 0 3 4 5 6 7
(Lembaga)
207.04202 0001 - Penyediaan Sumber
Daya Penzinan LPTKS Secara 11.000.000 12.000.000 13.000.000 15.000 000 17.000.000
Terntegrasi
Tersedianya Sumber Daya Perznan Jumiah Penzinan LPTKS yang
LPTKS Secara Torintegrasi Torintagraesi (L ) 0 3 11.000 000 4 12 000 000 5 13.000 000 6 15.000.000 7 17 000 000
207 04.202 0002 - Pengawasan dan
jan LPTKS 11.000.000 12.000.000 13.000.000 15.000 000 17.000.000
Jomiah LPTKS yang Diakukan
Terlaksananya Pengawasan dan Pengawasan dan Pengendalian
B ian LPTKS Seatisi Aturan yang Berfaku 0 3 11.000 000 4 12000000 5 13.000 000 6 15.000 000 T 17.000 000
{Lembaga)
2;”'“,(.2.:?'”‘“"" Informasl 191,126,000 194 680,000 214,500,000 236,000,000 257.000000
x Mnlqrn Pcnw:’rn PombonK‘K:lm
Jumlah Pencan Kerja Terdafar yang yang Terdaftar dalam Pasar Kerja
tkan Pekeriaan melaiui Job Fair| Melalui Sistem Onine (Karir Hub) 5.789 1.100 191126000 | 1250 194.680.000 | 1400 214500000 | 1600 236.000000 | 1.800 257.000.000
=
Jumlah Pencari Kena yang
Mendapatkan Pekerjaan Melalui 2884 1.000 1250 1500 1.750 2,000
Job Fair/Bursa Kerja (Orang)
[2107.04.203.0002 - Pelayanan dan
B 4 Informasi Pasar Kerja Onine, 12 000.000 13.000.000 14.500 000 16.000 000 17.000.000
Jumiah Pencar dan Pemben Kerpa
Terselenggaranya Peayanan dan yang Terdaftar dalam Pasar Kena
Penyediaan Informasi Pasar Kerja Oniine| Melalui Sistem Onine (Karir Hub) 5789 1100 12000000 | 1250 13000.000 | 1400 14500000 | 1600 16.000.000 | 1800 17.000.000
(Orang)
207.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kena 179.125.000 181.680.000 200.000.000 220.000.000 240.000.000
Jumiah Pencar: Kena yang
Terlaksananya Job Far/Bursa Kerp Mendapatkan Pekenaan Mealul 2884 1000 179 125 000 1.250 181 680 000 1500 200 000 000 1750 220 000.000 2000 240.000.000
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASEUNE
OUTCOME | KEGIATAN / it iy B T 2026 2027 2028 2029 2030 Pt | KeTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
B (01) : 2] ©3__| 09 05) 06) 07) 08) 08) (10) ) (12) 113) ) 115
07.04 204 - Pelndungan 'ra dan
Purna Penempatan) di Daerah 181.404 350 183.000.000 184 500000 185.000.000 187 .000.000
CPMUPMI yang Di
Jumlah VPMI yang Dilndung:
Jurriah PM (pra dan puma penempatan) .1 ryi-ouaikcan Kompetensinys & 65 181404350 | 67 183000000 | 69 184500000 | 71 18500000 | 73 187000000
yang difasiitasi (Orang)
Jumizh PMI Pumna yang
Diberdayakan (Orang) 0 40 " 0 40 40
207.04.2.04.0001 - Peningkatan
Pelindungan dan Kompetensi Calon
Pekarja Mi 1 a (PMi)Pekerja 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000 000 70.000.000
Migran Indonesia (PMI)
Terlaksananya Penngkatan Peindungan Jumiah CPMUPM! yana Dilindu
dan Kompetens: Calon Pekena Migran yang g
a (CPMIyPekefja Migran ng'l;rgkaﬁan Kompetensinya 47 65 70.000 000 67 70.000 000 69 70.000.000 7 70.000 000 73 70000 000
indonesia (PMI) _ g
2.07.04 2.04.0003 - Pemberdayaan
Peker@a Migran Indonesia Purna 111.404 350 113.000.000 114500 000 115.000 000 117.000.000
Penempatan e
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Jumiah PMI Pumna yang
Puma P il Di yakan (Drang) 0 40 111 404 350 40 113.000 000 40 40 115.000 000 40 117 000.000
Per perselisihan hubung; 2.07.3.320.00.01.
industrial yang selesai dengan %0 90,15 %9507600 | 902 £10.000.000 | 9025 511450000 | 90,3 612.400.000 | 90.35 513350000 | 00 - Dinas Tenaga
perjanjian bersama (PB) (%) Kefja
20705202 - Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
ial Karja dan B 1.863.209.200 2.110.000.000 2.310.800.000 2512.400.000 2.713.100.000
Perusahaan di Daerah KabupatenKota %
Persartane: argka senghets perusshisan | Jumish LIS Triparit yang Dibine 2 1 %9507600 | 1 510000000 | 1 511450000 | 1 512400000 1 613350000
pertahun (Lembaga)
Jumiah Perselsihan yang Dicegah 1 5 5 3 3 3
(Perkara)
Jumiah Perkara Perselshan yang o 4 4 5 2 3
Terselesaikan (Perkara)
207.05.2.02.0001 - Pencegahan
Persedsihan Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 259 096 600 390,000,000 390.500.000 391.000 000 391500.000
Berak bat/Berdampak pada Kepentingan
di 1 {Satu) Daerah Kabupatenota
Terlaksananya Pencegahan Per selshan
Hubungan Industnal, Mogok a. dan
Penutupan Perusahaan yangK.q (J;'“"’ Perselsihan yang Dicegah 1 5 %9006600 | 5 390000000 | 3 390500000 | 3 391000000 | 3 391,500 000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan | 6kar)
di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Xota
207 05.2 02 0002 - Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok|
Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 30.202.000 35.000 000 35.500.000 35,750 000 36.000.000
Berakbat/Berdampak pada Kepentingan
di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Terselesaikannya Perselisihan
Hubut Industrial, Mogok Kena, dan
Pt Pl S eh P"g:‘['p""“"‘f"‘" yang 0 4 0202000 4 15000000 | 2 3500000 | 2 ®750000 | 2 3 000.000
Berak bat/Berdampak pada Kepentingan
di 1 (Satu) Daerah KabupatenXota
207.05.2.02.0004 - Pelaksanaan
Operasiona Lembaga Kerja Sama 80.209 000 85.000.000 85.450.000 85.650 000 85850 000
Trpartit Daerah Kabupaten/Kota
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME/ KEGIATAN/ | 'NPIKATOR OUTCOME! | “aiyy 2026 2027 2028 2029 2030 P MERAY | | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
. — - - — — — - -
(01) i 02) (03) (04) (05) (06) o7 (08) (09) (19 (1) (12) (13) (1) {15)
Terlaksananya Operasional Lernbaga
Kerja Sama Trpartit Daerah xﬂzgﬁ Tripartt yang Dibina 2 1 80 209.000 1 85.000.000 1 85 450 000 1 85 650 000 1 85 850 000
Kabupaten/Kota )
Persentase Perusahaan yang
Mennghatry (PP, LKS Bpar |
a tata kelola dan layak i
indh o ml Strukdur Skala Upah, dan terdafiar 54,85 55,05 1521231600 | 551 1628300000 | 5515 1828300000 | 552 2029600000 | 5525 2.230.250 000
:-ﬂa BPJS Ketenagakeraan)
)
Cakupan Kepesertaan Jaminan
Sosial K jaan ({%)) 22,94 30,26 33,06 3586 3866 41,46
[207.06.2.01 - Pengesahan Peraturan
Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama untuk Perusahaan yang 27.530.000 28.300.000 28.950.000 29.600 000 30.500.000
Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah|
Jumiah Perusahaan yang
Melaksanakan Pengesahan
Jumiah perusahaan yang memiliki LKS | Peraturan Perusahaan yang Terkait
Bipartk aktif ; " il den 6 [ 5.200.000 6 5.400.000 6 5.600.000 6 5 800 000 6 6.000.000
Terdaftar di WLKP Online
(Perusahaan)
207.05.201 0001 - Pengesahan
Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan B0 s ki St i SI0%00
Jumlah Perusahaan yang
Terlaksananya Pengesahan Peraturan | Melaksanakan Pengesahan
Perusahaan yang Terkait dengan Peraturan Perusahaan yang Terkait
Hubungan Industrial dan Terdaftar di dengan Hubungan Industnal dan 6 J 620,000 8 51400000 8 £:600.000 6 §:00000 B 6.000.000
WLKP Online Terdaftar di WLKP Online
(Perusahaan)
Jumiah Data dan Informasi Sarana
HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,
Jumiah perusahaan yang mempunyai
sarana fubungan indusiial (minimal 3 [ 927 LKS Bipart) dan Pekea yang 0 1 19130000 | 1 19500000 | 1 19750000 | 1 20000000 [ 1 20500.000
el Jamsostek serta Pengupahan
(Laporan)
207.05201,0003 - Penyelenggaraan
Pendataan dan Informasi Sarana
ockiaRtal tadi Sadvinar Sasal 19 130.000 19.500.000 19.750.000 20.000 000 20.500.000
Tenaga Kerja serta Pengupahan
Terselenggaranya Pendataan dan Jumlah Data dan Informasi Sarana
Informasi Sarana Hubungan Industrial | HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,
(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS | dan LKS Bipartit) dan Pekena yang
Skt hon Petasia fang Tardatar Tauiaty sbaca: Pusaite 0 1 19.130.000 1 19500000 1 19750000 1 20,000 000 1 20500 000
sebagai Peserta Jamsostek serta Jamsostek serta Pengupahan
Pengupahan (Laporan)
Jumiah Perusahaan yang
parsertave PAPKE Punssshamn yung Menyusun Perjanjan Kerja 2 2 3200000 2 1400000 2 3600000 | 2 3800000 | 2 4,000 000
memuat syarat keqja Bersama (P )
207.052 01,0002 - Pendaftaran
Parjaniian Keria 3 bagi P 3200.000 3.400.000 3.600.000 3 800.000 4.000 000
Jumiah Perusahaan yang
Terlaksananya Perianjan Kena Sama |y, 10 1 porianiian Keja 2 2 3200000 2 js0000| 2 3s00000 | 2 3gooooo | 2 4000 000
Bagl Parusshan Bersama (Perusahaan)
[2107.05.2.02 - Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
el Mogon Kar dan P 1863.209.200 2110.000.000 2:310.800.000 2512400 000 2713.100.000
Perusahaan di Daerah KabupatenKota
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Keluarga)

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
OUTCOME/KEGIATAN | | 'NOIKATOR OUTCOME! | "y 2026 2027 2028 2030 P T | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
DIRARES . TR . R R 05) I ) 08) 09) 710 i 07 | (19 1) iE]
Persertase angka Terlaksananya Jamnan
9 Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 15568 15.900 1493701600 | 16000 1600.000.000 | 16100 1.798.350.000 | 16.200 2000000000 | 16.300 2.199.750.000
Pt Kesejahteraan Pekera (Orang) _
Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dan Fasiitas Kesejahteraan 1.493.701.600 1.600.000.000 1.799.350 000 2000.000.000 2.199.750.000
Pekerja
Terlaksananya Pengembangan r——
: ya Program Jaminan
Folaksanaan Jamnan Sowal Ter292 | Sosal Tenaga Keriadan Fasitas | 15568 | 15,900 1493701600 | 16000 1600000000 | 16100 1799350000 | 16200 2000000000 | 16300 2 199750 000
K""P o un Fautiiny asajshiacain Kesejahteraan Pekerja (Orang)
A i X i 3SR POLIS
SRR, I o BT :1#‘“ _;,;«1’ 5-:\5-"" AR
Meningkatrya keberhasian ransmigran | e % 0733200031
yang diberangkatkan yang diberangkatkan 6.7 10 00 - Dinas Tenaga
(%) Kerja
33203201 - Penataan Persebaran
Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) 82,500,000 200,000,000 206000000 210.000.000 222,000,000
Daerah Kabupatenota
Jumiah Calon Transmigran yang
Jumiah transmigran yang db«wmpmmm 0 25 &2 500.000 30 200.000.000 3% 206.000.000 40 210.000.000 45 222 000000
Jum|
Dlpmdlr*mdm Dtorwdmn 1 2 2 2 2 2
Kepala Kel
on i Penempatan
Transmigran yang Dilaksanakan 1 1 2 2 2 2
o s T
Lokasi Transmigrasi yang
Dilaksanakan Monitoring dan 1 1 2 2 2 2
Evaluasi (Lokasi)
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Kerja Sama
Pembangunan Transmigrasi yang 0 2 2 2 2 2
Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota (Laporan)
3 32 03201 ooo1 Sm‘ dan
T yang B ld:n1[3¢u) 27.500.000 30.000.000 33.000.000 35.000.000 45.000.000
Daerah KabupatenKota
" Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
;'M“::P K:"S':":' i dan Sinkronisas: Kerja Sama
- hurrmdpiairy “"’"1‘9“5,,"‘ Pembangunan Transmigras: 0 2 27500000 [ 2 30000000 | 2 313000000 | 2 35000000 | 2 45,000,000
Taneinioran ”‘;’;m"m"“‘“‘ (8t) | Borasal dari 1 (Satu) Daerah
Dasrah Kabupal Kabupaten/Kota (Laporan)
332.03.2.01.0004 - Pemindahan dan
Penempatan Transmigran yang Berasal 28 000.000 50.000.000 50,000 000 60.000.000 50.000.000
dari 1 (Satu) Daerah Kab Kota
Terlaksananya leindahan dan Jumlah Transmigran yang
Penempatan Transmigran yang hrasal Dipindahkan dan Dnnnpa&an 1 2 28 000 000 2 50 000000 2 50 000 000 2 50 000 000 2 50.000.000
dari 1 (Satu) Daerah Kabug K (Kepala Keluarga)
33203.2.01.0005 - Penyuluhan
Transmigrasi 23.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000
Jumlah Calon Transmigran yang
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi | Mendapatkan Penyuluhan (Kepala [1] 2% 23 000000 30 25.000 000 35 28 .000.000 40 30 000 00O 45 32 000 000
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME | KEGIATAN 1 | ™NOIKATOR outcome / | S4EECRE 2026 2027 2028
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET
& 5 " b B TR . SRS B 5 4

3.32 03 2 01 0009 - Peryajakan Ka Calon|

2 000 000

Evaluas ke l.okas) Transmigrasi

Evabsasi (Lokasi)

Lokas Penempatan Transmigran 50 000 000 50 000 000
l‘nﬂahnn:my.: Penjajakan Cakon |okasi Jumiah Calors Lokasi P aliin
Penempatan Transmigran yang Telah | v o oo ang Diaksanakan 1 2000 000 2 50 000 000 2 50 000 000 2 50 000 000 50 000 000
Dilakukan oleh Pemenntah sican (Lokasi)
Kabupaten/Kota Penisy
3.32 03201 0020 - Morwtonng dan
Euahme ks L akiad) Tranamiomes 2000 000 45.000 000 45 000,000 45 000.000 46.000 000
Torukadriin K 1an Montonng dan | JUmMiah Lokas: Trans megras yarg
e e Dilaksanakan Monitonng dan 1 2000 000 2 45 000 000 2 45 000.000 2 45 000,000 45 000 000
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4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
Daftar subkegiatan prioritas disusun sebagai bagian dari upaya
strategis untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, seperti
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Subkegiatan prioritas ini dipilih secara
selektif berdasarkan urgensi, relevansi terhadap isu strategis daerah, serta
kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
Setiap subkegiatan prioritas diarahkan untuk menghasilkan output yang
konkret dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pencapaian
indikator kinerja utama daerah. Melalui pelaksanaan subkegiatan prioritas
ini, diharapkan perangkat daerah dapat lebih fokus dalam mengalokasikan
sumber daya, memperkuat pelaksanaan program-program unggulan, serta
mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Selain Program Prioritas Pembangunan Daerah juga terdapat
Program Unggulan Daerah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari 15 Program
sebagai berikut:
1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan
saluran
Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren

;oo B

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga

kelurahan

Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata

Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional

Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan

10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender

11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup

12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk

13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM

14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat
serta warga Nganjuk di perantauan

15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan

(RT, RW, BPD/LPM dan kader)
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Program Unggulan merupakan serangkaian kegiatan prioritas yang
dirancang untuk memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap
peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Dalam
hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk mengampu Program Unggulan
yang ke-3 yang berbunyi "Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.”
Program Unggulan ini meliputi beberapa Program antara lain :

a) Program Perencanaan Tenaga Kerja;

b) Program Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
c) Program Penempatan Tenaga Kerja;

d) Program Hubungan Industrial;

e) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Subkegiatan prioritas juga menjadi acuan dalam proses
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara
berkelanjutan. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung

program prioritas Pembangunan daerah sebagaimana dalam tabel berikut:
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PROGRAM KEGIATAN /
NO PRIORITAS OUTCOME SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)

2.07.04.2.03 - Pengelolaan
Informasi Pasar Kerja

2.07.04.2.03.0002 -
Pelayanan dan Penyediaan
Informasi Pasar Kerja
Online

2.07.04.2.03.0003 - Job
Fair/Bursa Kerja

2.07.04.2.04 - Pelindungan
PMI (Pra dan Purna
Penempatan) di Daerah
Kabupaten /Kota

2.07.04.2.04.0001 -
Peningkatan Pelindungan
dan Kompetensi Calon
Pekerja Migran Indonesia
(PMI) /Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

2.07.04.2.04.0003 -
Pemberdayaan Pekerja
Migran Indonesia Purna
Penempatan
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Kerja Bersama untuk
Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

NO PROGRAM OUTCOME KEGIATAN / KETERANGAN
PRIORITAS SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05)
4. |[2.07.05 - PROGRAM [Meningkatnya tata [2.07.05.2.01 -
HUBUNGAN kelola dan Pengesahan Peraturan
INDUSTRIAL perlindungan Perusahaan dan. )
ketenagakerjaan Pendaftaran Perjanjian

2.07.05.2.01.0001 -
Pengesahan Peraturan
Perusahaan bagi
Perusahaan

2.07.05.2.01.0002 -
Pendaftaran Perjanjian
Kerja Sama bagi
Perusahaan

2.07.05.2.01.0003 -
Penyelenggaraan
Pendataan dan
Informasi Sarana
Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta
Pengupahan

2.07.05.2.02 -
Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan
Perusahaan di Daerah

Kabupaten /Kota
Meningkatnya 2.07.05.2.02 -
penanganan Pencegahan dan
perselisihan HI Penyelesaian

Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan
Perusahaan di Daerah
Kabupaten /Kota

2.07.05.2.02.0001 -
Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan
yang
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1
(Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

74




NO

PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

2.07.05.2.02.0002 -
Penyelesaian
Perselisthan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja,
dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah
Kabupaten /Kota

2.07.05.2.02.0004 -
Pelaksanaan
Operasional Lembaga
Kerja Sama Tripartit
Daerah Kabupaten/Kota|

Meningkatnya tata
kelola dan
perlindungan
ketenagakerjaan

2.07.05.2.02.0005 -
Pengembangan
Pelaksanaan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan
Fasilitas Kesejahteraan
Pekerja

3.32.03 - PROGRAM
PEMBANGUNAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI

Meningkatnya
keberhasilan
transmigran yang
diberangkatkan

3.32.03.2.01 - Penataan
Persebaran Penduduk
yang Berasal dari 1
(Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

3.32.03.2.01.0001 -
Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerja
Sama Pembangunan
Transmigrasi yang
Berasal dari 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

3.32.03.2.01.0004 -
Pemindahan dan
Penempatan
Transmigran yang
Berasal dari 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

3.32.03.2.01.0005 -
Penyuluhan
Transmigrasi

3.32.03.2.01.0009 -

Penjajakan Ke Calon
Lokasi Penempatan

Transmigran

3.32.03.2.01.0020 -
Monitoring dan Evaluasi
ke Lokasi Transmigrasi

75




4.3. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN lm"':‘og‘m""" KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1 2.07.3.32.0.00.01.0000 - Dinas Tenaga
Kera
2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kena Juta 3584 35,86 35,88 36 36,12 36,24 36,36
Rupiah/Tenaga
Kera
3 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatary % 69,79 70,11 70,59 7 7141 71,82 7223
Kerja (TPAK)
4 Persentase perselisihan hubungan % 100 100 100 100 100 100 100
industrial yang diselesaikan diluar
pengadilan
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4.4, TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA
KUNCI (IKK)
TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPETEN NGANJUK
BASELINE TARGET TAHUN
STATUS SATUAN KETERANGAN

- . TAHUN 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (1) (12)
1 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

TENAGA KERJA
2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kena positif il.:ra Rupiah/Tenagal 35,84 35,86 3588 36 36,12 36,24 36,36

fa

3 Presentase kegiatan yang mengacu ke positif % 80 80,1 80,17 80,25 80,28 80,34 805

rencana tenaga kerja
4 Persentase Perusahaan yang menerapkan | positif % 54,55 55 55,05 551 65,15 55,2 56,25

tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS

Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar

peserta BPJS Ketenagakeraan)
5 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat positif % 52,76 528 5282 52,83 52,85 52,87 5288

Kompetensi
6 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan | positif % 3.2 75 77 79 81 83 85

(dalam dan luar neger) melalui mekanisme

lavanan Antar Kerja dalam wilayah
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-
2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra
Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil
(result oriented) dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan
tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pelayanan Dinas Tenaga Kerja.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana
Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar
dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis
manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan
pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI
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